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ABSTRAK 
 
AYUZAHRAH SANUSI (B111 13 137) “Hak Anak Bungsu dalam Sistem 
Pewarisan Adat pada Masyarakat Polewali Mandar” dibimbing oleh Prof.Dr.A. 
Suriyaman, M.P,S.H.,M.Hum selaku pembimbing I dan Achmad, S.H.,M.H selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi keberlakuan hukum 
kewarisan adat pada masyarakat Polewali Mandar dan untuk mengetahui 
pengaruh hukum Islam dalam penentuan sistem kewarisan yang digunakan oleh 
masyarakat Polewali Mandar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kenje  Kecamatan Campalagian, 
Kabupaten Polewali Mandar sebagai tempat yang masih diberlakukan hak anak 
bungsu dalam kewarisan sekaligus daerah dengan nilai-nilai Islam yang masih 
terjaga, dengan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yakni teknik 
wawancara dan penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan adalah data 
primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan 
teknik wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis 
yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara 
deskriptif. 
Hasil dari penilitian ini adalah bahwa hak anak bungsu dalam sistem 
kewarisan adat Mandar sudah mengalami pergeseran. Dalam menyikapi hak anak 
bungsu tersebut, maka masyarakat Polewali Mandar terbagi menjadi 4 (empat) 
kelompok, yaitu: pertama, kelompok yang masih menerapkan hukum kewarisan 
adat Mandar secara mutlak dengan memberikan rumah kepada anak bungsu; 
kedua, kelompok masyarakat yang menggunakan prinsip rata uwai mana’ 
(membagi sama rata); ketiga, kelompok masyarakat yang menggunakan prinsip 
assiatorang (kesepakatan) dan sipau-pau (musyawarah); dan keempat, kelompok 
masyarakat yang menggunakan sistem kewarisan Islam. Namun, sebagian besar 
perkara kewarisan di masyarakat Polewali Mandar diselesaikan dengan jalan 
assiatorang/ samaturu’ (kesepakatan). Selain itu, pada dasarnya hukum Islam 
perihal kewarisan memiliki pengaruh terhadap sistem penyelesaian sengketa 
kewarisan yang digunakan di masyarakat Polewali Mandar. Meskipun pada 
kenyataannya, pengaruh tersebut belum signifikan karena masih dipakai oleh 
sebagian kecil masyarakat. Namun, secara umum masyarakat Polewali Mandar 
sudah mulai membuka diri terhadap nilai-nilai syari’at Islam secara khusus 
mengenai kewarisan dengan tetap menerapkan nilai-nilai hukum adat di dalamnya.  
 
Kata kunci: hak anak bungsu, tappalaus, kewarisan Islam, kewarisan adat, 
Mandar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) 
Pasal 1 Ayat (3) telah mengamanatkan sebuah asas yang menjadi 
konstruksi bernegara bahwa  negara Indonesia adalah negara hukum. 
Amanat ini mengandung pengertian bahwa segala perilaku masyarakat 
Indonesia harus menjadi manifestasi dari hukum yang tumbuh pada 
masyarakat tersebut, baik yang tertulis maupun hukum yang secara nyata 
hidup dan berkembang di masyarakat secara terus-menerus.  
Hukum sebagai sebuah sistem  yang dibuat untuk mengatur 
kehidupan berbangsa dan bernegara tentu tidak dapat dipisahkan dari 
masyarakat sebagai wadah berlakunya hukum tersebut. Masyarakat 
Indonesia dengan kemajemukan yang sejak lama terpelihara membuahkan 
implikasi pluralisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dimana 
setiap penduduk atau masyarakat memiliki sistem hukumnya masing-
masing, seperti hukum adat, hukum Islam, hukum perdata barat (BW), dan 
sebagainya.  
Dalam berbagai literatur, terdapat beragam pemaknaan tentang 
pluralisme/pluralistik yang secara umum dapat dimaknai sebagai 
masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang 
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berbhinneka. Kadang pula pluralisme dikaitkan dengan kata-kata sifat 
tertentu. Sedangkan menurut ilmu filsafat bahwa pluralisme merupakan 
suatu nilai bahwa dunia terdiri dari bermacam-macam benda, hal atau 
keadaan.  
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa istilah pluralisme dapat 
dipergunakan dalam bermacam-macam kerangka pemikiran. Semulanya, 
istilah tersebut dipergunakan dalam arti yang dipertentangkan dengan teori-
teori tradisional mengenai kedaulatan negara. Hal ini disebabkan oleh 
karena teori-teori tradisional tersebut tidak atau kurang mempertimbangkan 
adanya bermacam-macam hak, kepentingan, dan perkembangan dari 
aneka warna kelompok atau golongan di dalam Negara.1 
Sejarah telah mencatat bahwa pluralisme hukum tersebut sudah ada 
sejak zaman Hindia-Belanda. Keberadaan pluralisme ini setidaknya 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) politik pemerintahan Hindia-
Belanda; (2) belum adanya ketentuan hukum yang berlaku secara nasional; 
dan (3) faktor etnisitas.2  
Hukum yang berlaku saat ini pada dasarnya adalah merupakan 
produk pemerintah Hindia-Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan 
asas konkordansi, artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama 
dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Tentu saja 
keberlakuannya bukan tanpa syarat, melainkan bahwa hukum barat 
                                                          
1 Soerjono Soekanto, 2002, Hukum Adat Indonesia,  Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.13. 
2 Titik Triwulan Tutik, , 2010, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana: Jakarta, hlm. 4. 
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tersebut berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, 
dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan. Sehingga jelas 
bahwa keberlakuannya adalah hanya untuk mengisi kekosongan hukum 
(rechvacum). Jika sudah ada hukum yang mengatur berkaitan dengan hal 
tertentu yang juga diatur dalam hukum perdata barat, maka secara otomatis 
hukum barat itu dinyatakan tidak berlaku lagi.  
Dari segi etnisitas, suku bangsa yang hidup dan berkembang di 
wilayah Indonesia banyak sekali jumlahnya. Masing-masing suku bangsa 
memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beraneka ragam. Dalam hal ini 
Ter Haar menyatakan: 
Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga 
maka tampaklah deritanya dilapiskan bagian bawah yang amat luasnya, 
suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang bertalian 
satu sama lain; terhadap alam yang tak kelihatan mata, terhadap dunia 
luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku 
sedemikian rupa, sehingga akan mendapatkan gambaran yang sejelas-
jelasnya kelompok-kelompok tadi dapat disebut masyarakat-masyarakat 
hukum (rechgumenschorppen).3 
Pendapat Ter Haar tersebut pada dasarnya memang cukup 
beralasan, karena Indonesia dikenal memiliki aneka ragam adat istiadat 
yang direfleksikan oleh masing-masing suku bangsa demikian pula dengan 
hukum adatnya. Sehingga, antara masyarakat hukum adat yang satu 
dengan masyarakat hukum adat yang lainnya pada wilayah yang berbeda-
beda memiliki perbedaan karakteristik tertentu. Hal ini sejalan dengan 
                                                          
3 Ibid., hlm.7 
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pernyataan Hazairin mengenai deskripsi tentang masyarakat hukum adat 
bahwa: 
“ Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di 
Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, wanua di 
Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang 
mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai 
kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkugan hidup 
berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. 
Bentuk hukum kekeluargaannya mempengaruhi sistem pemerintahannya 
dan sistem umun kemasyarakatannya. Sistem perekonomiannya 
berlandaskan atas pertanian, perikanan, peternakan dan pemungutan 
hasil hutan dan hasil air ditambah sedikit dengan pemburuan binatang 
liar, pertambangan, dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama 
dalam hak dan kewajbannya”.4 
Uraian di atas memberikan sebuah gambaran jelas mengenai 
masyarakat hukum adat yang dapat dikatakan terdapat disemua wilayah di 
Indonesia dan menganut prinsip-prinsip kehidupan yang kurang lebihnya 
sama walaupun direfleksikan dalam adat istiadat yang berbeda antara satu 
masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. 
Keberagaman di Indonesia tidak hanya dalam hal budaya maupun 
masyarakat adat secara kompleks , melainkan secara umum juga dalam 
sistem hukum sebagaimana yang dipaparkan dimuka. Di Indonesia diakui 
keberlakuan hukum barat (dengan syarat-syarat tertentu), hukum adat dan 
juga hukum Islam. Dalam segela aspek kehidupan, ketiga sistem ini ibarat 
telah berurat-berakar dalam masyarakat. Sehingga, tidak dapat dielakkan 
jika antara satu sistem dengan sistem yang lain kadangkala terdapat 
tumpang tindih maupun perbedaan prinsip. Dengan demikian, masyarakat 
                                                          
4 Soerjono Soekanto, Op. cit., hlm. 11. 
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diharapkan dapat lebih diplomatis dalam menilai dan menimbang setiap 
prinsip dalam masing-masing sistem hukum yang ada serta tidak saling 
memaksakan kehendak antarmasyarakat untuk tunduk dan patuh pada 
sistem hukum tertentu. Hal ini didasarkan pada kesepahaman akan adanya 
hak untuk memilih selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih 
tinggi.  
Adapun implikasi dari keberagaman sistem hukum di Indonesia 
adalah masing-masing berdiri sendiri dengan prinsip-prinsip serta idealisme 
yang menyusunnya. Salah satu pemisalan adalah dalam hal sistem 
pewarisan. Dalam hal sistem pewarisan, pada pokoknya akan berbeda 
antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya. 
Pewarisan menurut sistem hukum barat akan berbeda dengan pewarisan 
dalam perspektif hukum Islam maupun hukum adat, demikian pula 
sebaliknya. Namun, tidak dinafikkan bahwa ketiga sistem yang ada masing-
masing memiliki dinamisasi dan elastisitas untuk menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Sehingga, akan terdapat 
banyak kemungkinan adanya penyerapan antara satu sistem ke sistem 
yang lain, utamanya antara sistem hukum adat dengan sistem hukum 
Islam. 
Salah satu suku bangsa yang turut mewarnai keberagaman yang 
ada di Indonesia adalah suku Mandar. Suku Mandar ini terbilang belum 
terlampau dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia secara umum. 
Namun, sebuah penelitian oleh M.A. Jaspan yang termuat dalam tulisan 
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berjudul “ Daftar Sementara Suku Bangsa-Suku Bangsa di Indonesia 
berdasarkan Klasifikasi letak Pulau atau Kepulauan” yang terbit pada tahun 
1959 telah memuat suku Mandar sebagai salah satu suku di daerah 
Sulawesi dengan nomor 49 setelah pulau-pulau yang lain seperti;  
Makassar, Mamasa, Mamuju dan Manado.5  
Suku Mandar memiliki interpretasi tersendiri terkait pemaknaan adat. 
Hal ini termuat dalam Lontar Mandar  sebagai berikut: 
Innamo diposangan ada’? Na iya ada’ anna’ pangnga’ang ada’ 
siposangai tu’u. Jari ada’ di tu’u napepuang di sesena to Mandar. Iya 
ura’na pitumbuangangi: mesami, parammata tang tiballunnai alang; 
mada’duana, petabung madoro tandibassi’I lita’; matallunna, bala 
tandiondonggi banua; maappe’na, pepacu’nai tomagassing; malimanaa, 
pettu’galang masse’nai to maranni’; ma’annanna, pettuppuannai tomai’di; 
mapitunna, petturundunnai pa’banua. Nawwami di’e pa’annana 
todiolo’e……….. (Apakah yang dimaksud ada’/ adat?. Yang dimaksud 
dengan adat dan pemangku adat pada hakekatnya sama. Jadi, adatlah 
yang dihormati atau yang disapa dengan puang oleh masyarakat 
Mandar. Pola kekuatan hukum ada tujuh yang diibaratkan dengan: 
pertama, permata yang cahayanya tak pudar oleh lingkungan alam; 
kedua, pematang yang lurus bukan karena penanda tanah; ketiga, pagar 
(benteng) negeri yang pantang dilompati; keempat, penjera (alat 
menjerakan) oleh orang yang kuat/ pemerintah; kelima, tempat 
berpegang erat bagi rakyat kecil; keenam, tempat berlindung bagi orang 
banyak; ketujuh, tempat berlindung penduduk negeri. Demikianlah yang 
ditetapkan oleh orang tua dahulu……………).6 
Apa yang tertuang dalam Lontar Mandar di atas memberikan sebuah 
pernyataan lugas tentang ketegasan masyarakat Mandar mengenai adat 
dan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian halnya 
dengan hukum Kewarisan. Dalam adat Mandar dikenal dan dilaksanakan 
                                                          
5 Ibid., hlm. 25. 
6 Suradi Yasil, 2004, Ensiklopedia Mandar; Sejarah, Tokoh dan Budaya, LAPAR (Lembaga Advokasi dan 
Pendidikan Anak Rakyat), Makassar, hlm.3 
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sistem pewarisan yang berbeda dengan apa yang dikenal dalam sistem 
hukum yang lain. Adapun hal yang paling mudah dikenali sebagai 
karakteristik dasar  dalam sistem pewarisan adat Mandar adalah bahwa  
tappalaus tobaine (anak bungsu perempuan) mendapatkan rumah dari si 
pewaris. 
Akan tetapi, karakter di atas telah terkikis sedemikian rupa, hingga 
dapat dilihat bahwa saat ini penerapannya di masyarakat Mandar adalah 
bahwa tappalaus tobaine (anak bungsu perempuan) maupun tappalaus 
tommuane (anak bungsu laki-laki) memiliki hak yang sama atas rumah si 
pewaris. Selain itu, muncul pula fenomena masyarakat Mandar secara 
khusus kepada tappalaus (anak bungsu) yang tidak merasa cukup dengan 
bagian rumah yang telah didapatkan, sehingga saat pembagian warisan 
terjadi para ahli waris yang lain akan keberatan dengan keadaan tersebut. 
Dewasa ini, penerapan yang terjadi terkait kewarisan di masyarakat 
Mandar selalu terpelihara dengan pluralismenya seperti halnya dengan 
pluralisme yang terjadi pada sistem hukum secara umum. Hanya saja, pada 
keberagaman tersebut secara khusus di masyarakat Mandar kerapkali 
menimbulkan pertikaian. Utamanya sorotan terhadap hak khusus yang 
diterima oleh tappalaus (anak bungsu).   
Rakyat Indonesia mayoritas adalah pemeluk Agama Islam. Sehingga  
patut menjadi perhatian besar  bahwa dalam pembinaan hukum nasional 
yang berlandaskan Pancasila, hukum Islam tidak dapat diabaikan begitu 
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saja. Selain itu, hal yang paling utama adalah bahwa ketentuan-
ketentuannya yang sudah berakar dalam kehidupan masyarakat yang telah 
merupakan kesadaran hukum oleh sebagian besar masyarakat.7 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa 
hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di tanah air 
mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Bahkan hukum Islam telah menjadi sarana pembentukan 
kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, disamping 
hukum adat dan hukum perdata Barat.  
Selain itu, hukum adat mengenai pewarisan serta hak anak bungsu 
yang termuat di dalamnya ini berlaku hingga saat ini. Namun, seiring 
berkembangnya zaman dan fenomena-fenomena sosial, maka mulailah 
terjadi pergeseran yang tidak lagi relevan dengan hukum adat sebagaimana 
yang disebutkan di muka. Sebagai daerah yang memiliki penduduk dengan 
mayoritas beragama Islam, hal di atas dipandang perlu untuk diadakan 
pengkajian lebih dalam terkait keberlakuan hukum adat mengenai hak anak 
bungsu tersebut beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
kesadaran hukum masyarakat terhadap kedua sistem hukum tersebut. 
 
 
                                                          
7 M. Arfin Hamid, 2011, Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami 
Realitasnya di Indonesia), Umitoha Ukhuwah Grafika: Makassar, hlm. 15. 
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B.  Rumusan Masalah 
1. Bagaimana eksistensi keberlakuan hak anak bungsu dalam sistem 
pewarisan adat pada masyarakat Polewali Mandar? 
2. Bagaimana pengaruh hukum Islam dalam penentuan sistem pewarisan 
yang digunakan oleh  masyarakat Polewali Mandar? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui tentang eksistensi keberlakuan hak anak bungsu yang 
diatur dalam sistem pewarisan adat pada masyarakat Polewali Mandar. 
2. Untuk mengetahui pengaruh hukum Islam dalam penentuan sistem 
pewarisan yang digunakan oleh  masyarakat Polewali Mandar. 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, dalam hal ini yang 
berkaitan mengenai kewarisan adat Mandar maupun kewarisan 
Islam. 
b. Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 
selanjutnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum 
dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Universitas 
Hasanuddin. 
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b. Sebagai wadah bagi penulis untuk menyalurkan pemahaman yang 
sudah didapatkan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum dan 
mengaplikasikannya dalam bentuk karya ilmiah yang diharapkan 
kemanfaatannya untuk banyak pihak. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum tentang Hak 
 
 Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang 
lainnya, antara orang dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang 
satu dengan masyarakat yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan, 
kewenangan, dan kewajiban. 
 Maijers mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian 
pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. 
Kiranya apa yang dikemukakan Maijers tersebut memang tepat karena hak 
melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. 
Bahkan lebih dari yang dikemukakan Maijers, bahwa posisi hak bukan 
hanya pada aspek hukum perdata saja melainkan juga pada semua hukum. 
Hukum memang dibuat karena adanya hak.8 
1. Pengertian dan Teori-teori tentang Hak 
Adapun beberapa pengertian hak menurut para ahli adalah sebagai 
berikut: 
a. L.J.Van Apeldoorn 
Hak adalah suatu kekuatan (match) yang diatur oleh hukum 
dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan (moral) dan tidak hanya 
kekuatan fisik saja. Selanjutnya, dalam bukunya “Inleiding tot de 
                                                          
8 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana: Jakarta, hlm.172. 
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studie het Nederlandse Recht” L.J. Van Apeldoorn menyatakan 
bahwa yang disebut hak ialah hukum yang dihubungkan dengan 
seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian 
menjelma menjadi suatu kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila 
mulai bergerak. 
b. Utrecht 
Hak bukanlah kekuatan. Hak adalah jalan untuk 
memperoleh kekuatan, tetapi hak itu sendiri bukanlah kekuatan. 
c. Lemaire 
 Hak adalah sama dengan izin. Izin bagi yang bersangkutan 
untuk berbuat sesuatu, tetapi izin ini bukanlah bersumber dari 
hukum melainkan sejajar/sederajat dengan hukum. Hukum berupa 
perintah/larangan atau izin, atau dengan kata lain hak adalah 
hukum yang berupa izin.9 
Sementara itu, terdapat pula argumentasi lain terkait pengertian 
hak yang datang dari Paton yang mengemukakan bahwa suatu 
kepentingan adalah suatu tuntutan atau keinginan individu atau 
kelompok individu yang ingin dipenuhi oleh individu atau kelompok 
individu tersebut. Hukum memberikan hak bukan karena keinginan 
manusia sebagai suatu tujuan melainkan kepada keinginan manusia 
yang mengejar tujuan yang dibolehkan oleh hukum.  
                                                          
9 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, 2007), hlm.275. 
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Sehingga, sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua 
penggunaan hak itu diperkenankan. Suatu ungkapan dinyatakan oleh 
Gaius, seorang ahli hukum Romawi kuno yaitu male enim nostro iure 
uti non debimus yang kalau diterjemahkan secara bebas berarti 
“memang, kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan yang 
tidak baik. Hal ini berarti bahwa penggunaan suatu hak dalam arti 
kewenangan semata-mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain 
merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.10 
Adapun teori-teori tentang hak maka dalam berbagai literatur telah 
ditemukan bahwa pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan dua teori 
tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya, 
yaitu: 
a. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi 
(belangen theory dari Rudolf von Jhering).  
  Teori ini merumuskan bahwa hak ini merupakan sesuatu yang 
penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Teori ini 
dalam pernyataannya mudah mengacaukan antara hak dan 
kepentingan. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang 
berhak. Sebagai contoh tentang hak milik, dimana pemilik rumah 
demi kepentingannya berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan 
hukum terhadap rumah miliknya, seperti menyewakan, 
mengontrakkan, atau mengadukan orang yang merusak rumahnya. 
                                                          
10  Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., hlm. 180. 
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 Tetapi dalam realitanya sering pula hukum itu melindungi 
kepentingan dengan tidak memberikan hak kepada yang 
bersangkutan. Sebagai contoh dalam Pasal 34 Undang-undang 
Dasar 1945, bantuan negara terhadap fakir miskin dan anak-anak 
terlantar. Ini bukan berarti bahwa setiap fakir miskin dan anak-anak 
terlantar langsung berhak atas pemeliharaan oleh negara.11 
 Teori kepentingan atau kemanfaatan pertama kali dijumpai dalam 
karya Bentham yang kemudian diadopsi oleh Rudolf von Jhering. 
Menurut Ihering, tujuan hukum bukanlah melindungi kehendak 
individu melainkan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. 
Oleh karena itulah ia mendefinisikan hak sebagai kepentingan-
kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan 
ini bukanlah diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan 
itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya 
memilihnya mana yang harus dilindungi.12  
b. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi 
dengan kekuatan (wilsmacht theorie dari Bernhard Winscheid).  
Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang 
diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum 
diberikan kepada yang bersangkutan. Berdasarkan kehendak itu 
maka yang bersangkutan dapat memiliki rumah, tanah, dan lain 
sebagainya. Menurut teori ini, orang yang gila dan anak-anak kecil 
                                                          
11 R.Soeroso, op cit., hlm. 273. 
12 Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., hlm. 178. 
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tidak dapat diberi hak sebab mereka tidak atau belum dapat 
menyatakan kehendaknya. Sedangkan negara kita membolehkan 
dengan pengampuan atau dengan perantaraan walinya. 
Seseorang yang gila atau anak-anak kecil dapat diberi hak misal 
seperti dalam Pasal 1 s/d 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
menyatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak mempunyai hak 
(yang di bawah pengampuan/perwakilan dijalankan oleh 
pengawas atau walinya).13 
Teori kehendak dianut oleh mereka yang berpandangan bahwa 
tujuan hukum memberikan sebanyak mungkin kepada individu 
kebebasan apa yang dikehendakinya. Teori ini sangat berkaitan 
dengan gagasan kedaulatan sehingga satu-satunya cara untuk 
menyelesaikan kehendak yang saling bertentangan adalah 
mengandaikan adanya kehendak yang lebih tinggi yang mengabaikan 
kehendak yang saling bertentangan. Teori ini menganggap bahwa 
pemegang hak dapat berbuat apa saja atas haknya. Ia dapat saja 
tidak menggunakan hak itu, melepaskannya, melaksanakan atau 
tidak berbuat apa-apa atas hak itu. Apa yang akan dilakukan 
merupakan suatu pilihan. Dengan demikian, diskresi individu 
merupakan ciri khas dari konsep hak.14 
 
 
                                                          
13 R. Soeroso, Op.cit, hlm.274 
14 Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., hlm. 175. 
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2. Macam-macam Hak 
Biasanya hak dibagi dalam dua golongan besar, yaitu: hak mutlak 
(absolute rechten, onpersoonlijke rechten) dan hak relative/hak nisbi 
(relative rechten, persoonlijke rechten).15 
a. Hak Mutlak 
Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum 
diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau 
bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Kekuasaan ini 
disebut mutlak karena berlaku terhadap setiap subjek hukum lain. 
Hak mutlak juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan 
kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang 
lain. Dibalik kekuasaan seseorang untuk bertindak terdapat 
kewajiban dari tiap-tiap orang untuk tidak melanggar hak-hak itu. Hak 
mutlak terdiri atas: 
1. Hak pokok (dasar) manusia atau hak asasi 
 Hak pokok manusia menjadi hak yang oleh hukum 
diberikan kepada manusia disebabkan oleh sesuatu berdasarkan 
hukum yang kelahirannya secara langsung menimbulkan hak-hak 
itu.  Hak pokok (hak dasar) manusia ini pada hakikatnya 
merupakan bagian dari hak publik.  
 Menurut hukum alam pada asas pikiran rasionalitas, hak 
pokok merupakan hak yang diberikan kepada manusia yang oleh 
                                                          
15 Ibid, hlm. 279.  
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karenanya merupakan hak yang abadi (tidak dapat dicabut 
kembali). Akan tetapi, menurut hukum modern hak pokok manusia 
dapat saja dicabut kembali jika bertentangan dengan kepentingan 
umum.16  
2. Hak publik absolut 
Hak publik absolut yaitu segala hak subjektif yang 
berdasarkan hukum publik dalam arti objektif, yaitu terutama apa 
yang disebut hak-hak dasar, hak-hak kemerdekaan atau hak-hak 
manusia, yang diuraikan dalam Undang-undang Dasar dan 
memberikan kepada setiap manusia kemerdekaan bertindak 
dalam berbagai hal dan membawa kewajiban untuk tiap-tiap orang 
juga tiap-tiap badan pemerintah untuk tidak melanggarnya. 
Termasuk juga di dalamnya hak menyatakan pikiran, pendapat 
dan perasaan dengan perantaraan pers dengan tiada izin terlebih 
dahulu (kemerdekaan pers). Jika hak-hak itu dikatakan sebagai 
hak-hak dasar , hak-hak kemerdekaan atau hak-hak manusia 
maka itu adalah sebutan yang mengingatkan kita kepada hukum 
kodrat rasionalistis dari abad ke-18. 
Termasuk hak publik juga adalah hak-hak dari negara 
terhadap rakyatnya sepanjang hak-hak itu timbul dari hukum 
publik dalam arti objektif. Misalnya hak untuk menjatuhkan 
hukuman kepada orang yang melanggar undang-undang pidana, 
                                                          
16 Ibid, hlm. 280 
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hak untuk memungut pajak, hak untuk memiliki barang-barang 
orang lain untuk kepentingan umum dengan syarat-syarat yang 
tertentu, dan sebagainya.17  
3. Sebagian dari Hak Privat (keperdataan) 
 Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut: 
a. Hak-hak kepribadian (persoonlijkheidsrecht) 
 Hak-hak kepribadian adalah hak-hak manusia atas dirinya 
sendiri. Adapun yang terpenting diantaranya ialah: hak-hak 
manusia atas jiwanya, raga, kehormatan, selanjutnya berbagai 
hak dari pengarang suatu gubahan kesusastraan , ilmu 
pengetahuan, atau kesenian. Misalnya hak untuk dinyatakan 
sebagai pencipta atas sesuatu pekerjaan dan untuk menentukan 
sendiri, apakah perlu mengadakan perubahan dalam pekerjaan 
tersebut. 
b. Hak-hak Keluarga (familierecht) 
 Hak-hak keluarga adalah hak-hak yang lahir dari hubungan 
keluarga, terutama : kekuasaan marital, yaitu kekuasaan suami 
terhadap istrinya, kekuasaan orang tua, perwalian, dan 
pengampuan. Hak-hak tersebut tidak dimiliki orang untuk 
kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan orang yang 
                                                          
17 L.J Van Apeldoorn, 2004,  Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafika: Jakarta, hlm.199. 
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ditundukkan kepada kekuasaan-kekuasaan itu. Hak-hak itu tidak 
pula memberikan keuntungan berupa uang bagi yang berhak.18  
1. Hak Pengampuan. 
Orang yang sudah dewasa yang menderita sakit ingatan, 
menurut undang-undang harus ditaruh di bawah pengampuan 
atau curatele. Selanjutnya diterangkan bahwa seseorang dapat 
ditaruh dibawah pengampuan dengan alasan bahwa ia 
mengobralkan kekayaannya. Dalam hal seseorang yang sakit 
ingatan, tiap anggota keluarga berhak untuk memintakan 
curatele sedangkan terhadap orang yang mengobralkan 
kekayaannya, permintaan-permintaan tersebut hanya dapat 
dilakukan oleh anggota-anggota keluarga yang sangat dekat 
saja.  
2. Hak Marital Suami terhadap Istri 
 Sebagai kepala keluarga suami berkewajiban untuk 
memberi bantuan kepada istrinya, atau menghadap untuknya di 
muka hakim, dengan tidak mengurangi beberapa pengecualian 
yang ada sebagai berikut: 
 Sebagai suami ia harus mengemudikan urusan harta 
kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali jika hal itu telah 
diperjanjikan sebaliknya. 
                                                          
18 Ibid. hlm. 201. 
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 Ia harus mengurus harta kekayaan itu laksana seorang 
bapak rumah tangga yang baik, dan oleh karenanya pula 
bertanggungjawab atas segala kealpaan dalam pengurusan 
harta kekayaan tersebut. 
 Ia tidak diperbolehkan memindah-tangankan atau 
membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa 
persetujuan si istri. 
 Selain itu, si bapak dan si ibu keduanya berkewajiban untuk 
mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan 
hak untuk melakukan kekuasaan orangtua untuk menjadi wali 
tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-
tunjangan yang seimbang dengan pendapatan mereka , guna 
membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu.  Hak-hak tersebut 
oleh hukum tidak diberikan kepada yang bersangkutan demi 
kepentingan dari yang dikenai hak-hak itu. 
3. Hak Perwalian (voogdij) 
Hak perwalian ialah hak pengawasan terhadap anak di 
bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua 
serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur 
oleh undang-undang. Jika salah satu orangtua meninggal, 
maka menurut undang-undang orangtua yang lain dengan 
sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya. Perwalian ini 
disebut  perwalian menurut undang-undang.  
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Seorang anak yang lahir di luar pekawinan berada di 
bawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali. 
Hakim akan mengangkat wali atas permintaan salah satu pihak 
yang berkepentingan atau karena jabatannya. Adapula 
kemungkinan seorang ayah dan ibu dalam surat wasiatnya 
mengangkat wali untuk anaknya. Pengangkatan tersebut akan 
berlaku jika orangtua lainnya karena sesuatu sebab tidak dapat 
menjadi wali.19 
c. Hak atas kekayaan 
 Hak atas kekayaan adalah hak yang dapat dihargai dengan 
uang (op geld waardeerbare rechten). Adapun pembagiannya 
terdiri dari: hak kebendaan (zakelijke rechten) dan hak atas benda 
immaterial (rechten op immaterieele goederen).20 
 Hak kebendaan adalah kekuasaan absolut yang oleh 
hukum diberikan kepada subjek hukum agar secara langsung 
dapat menguasai benda di dalam tangan siapapun benda itu 
berada. Kekuasaan langsung berarti terdapat suatu hubungan 
langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut. 
Hak kebendaan itu disebut absolut karena hukum. Semua subjek 
hukum lain wajib menghormati hak milik orang yang memilikinya.21  
 Hak-hak kebendaan masuk ke dalam bilangan hak-hak 
atas harta kekayaan. Karakteristik hak-hak atas harta kekayaan 
                                                          
19 R. Soeroso, op cit, hlm.284 
20 L.J Van Apeldoorn, op cit. hlm. 202. 
21 Ibid, hlm. 203 
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adalah hak-hak itu dapat dialihkan.Termasuk dalam hak-hak itu 
ialah hak milik, hak untuk menikmati warisan, hak sewa, dan hak 
guna bangunan. Di samping itu dalam perkembangan saat ini hak 
pakai juga merupakan salah satu hak absolut dalam ruang lingkup 
hak atas harta kekayaan. 
 Hak-hak kebendaan memberikan kepada pemegangnya 
kekuasaan atas benda yang dikuasainya. Hal itu dapat berupa 
penggunaan atau penikmatan suatu benda atau kadang-kadang 
juga menjadi tolok ukur atas suatu nilai ekonomis untuk sekadar 
kepastian, misalnya gadai, hipotek, dan lain-lain.22 
b. Hak Relatif (nisbi) 
  Hak relatif ialah setiap kekuasaan atau kewenangan yang 
oleh hukum diberikan kepada subjek hukum tertentu atau subjek 
hukum lain supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau 
memberi sesuatu. Singkat kata bahwa hak-hak atas harta kekayaan 
yang bukan merupakan hak-hak kebendaan merupakan hak-hak 
relatif. Hak-hak relatif memungkinkan pemegangnya menuntut suatu 
hak atas subjek hukum tertentu. 
B. Tinjauan Umum tentang  Kewarisan 
1. Pengertian Umum dan Unsur Pokok Hukum Waris 
Vollmar berpendapat, bahwa hukum waris adalah perpindahan dari 
sebuah harta kekayaan seutuhnya jadi keseluruhan hak-hak dan 
                                                          
22 Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., hlm. 205.  
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kewajiban dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya. 
Sedangkan Salim H.S mengatakan bahwa hukum waris adalah 
keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis 
yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada 
ahli warisnya, bagian yang diterima, serta hubungan antara ahli waris 
dengan pihak ketiga.23 
Berangkat dari definisi dalam hukum waris, maka terdapat beberapa 
unsur pokok yang melekat pada ketentuan hukum waris, yaitu: kaidah 
hukum, pewaris, pemindahan harta warisan, ahli waris, bagian yang 
diterima ahli waris, dan hubungan ahli waris dengan pihak ketiga. 
Adapun sedikit penjabarannya adalah sebagai berikut: 
a. Kaidah hukum pada dasarnya merupakan aturan dan norma hukum 
yang mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan hukum waris. 
Kaidah hukum dalam hukum waris meliputi: Pertama, hukum tertulis 
yaitu kaidah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan 
yurisprudensi; Kedua, kaidah hukum tidak tertulis (hukum adat), yaitu 
hukum waris yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat adat. Sifat 
dari kaidah hukum ini adalah kepatuhan dan penghormatan dari 
sesuatu yang telah disepakati bersama. 
b. Pemindahan harta kekayaan pewaris adalah bahwa harta yang 
diperoleh pewaris selama hidup dibagikan dan diserahkan kepada ahli 
                                                          
23 Titik Triwulan Tutik, Op.Cit. hlm. 249. 
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waris yang berhak menerimanya. Harta kekayaan ini biasanya disebut 
dengan warisan. 
c. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. 
Dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki ikatan kekeluargaan 
dengan si pewaris, baik yang timbul karena hubungan darah ataupun 
akibat perkawinan. 
d. Bagian yang diterima ahli waris, hal ini disesuaikan dengan sistem 
hukum waris yang digunakan. 
e. Hubungan ahli waris dengan pihak ketiga, adalah hubungan hukum 
yang timbul antara pewaris dengan pihak ketiga , pada saat pewaris 
masih hidup, misalnya utang-piutang pewaris. 
2. Asas Hukum Waris 
Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda 
saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-
kewajban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai 
seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan. Selain itu, 
berlaku pula asas bahwa, apabila seorang meninggal, maka seketika itu 
juga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya.24 
                                                          
24 Ibid, hlm. 251. 
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C. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia 
Di Indonesia, sebagaimana Hukum Perkawinan, tentang sistem hukum 
waris belum dapat disimpulkan secara jelas hukum waris mana yang 
digunakan, karena adanya macam-macam sistem hukum waris. Hal ini 
disebabkan karena sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara 
Indonesia. Dalam praktiknya, terdapat tiga sistem hukum yang mengatur 
tentang Hukum Waris yaitu: Pertama, Hukum Waris Perdata Barat (BW); 
Kedua, Hukum Waris Islam; Ketiga, Hukum Waris Adat. 
1. Sistem Kewarisan menurut Hukum Waris Perdata Barat (BW) 
a. Istilah dan Pengertian 
Istilah Hukum waris dalam perdata barat disebut dengan 
erfrecht. Hukum waris diatur dalam buku II KUH Perdata yaitu Pasal 
830 sampai dengan Pasal 1130, yang pada intinya menyebutkan 
bahwa hukum waris (erfrecht) adalah hukum yang mengatur 
kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, 
terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.25 
b. Dasar Hukum Kewarisan menurut Hukum Waris Perdata Barat 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), terutama Pasal 528, 
berbunyi: 
“Atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai baik suatu 
kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak 
pakai, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotek”.26 
  
                                                          
25 Subekti dan Tjirosudibio, 2009 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita: Jakarta, hlm. 
221. 
26 Ibid, hlm. 163. 
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Dari pasal tersebut menunjukkan tentang hak waris 
diidentikkan dengan hak kebendaan. Sedangkan ketentuan Pasal 
584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk 
memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya ditempatkan dalam 
buku II BW tentang kebendaan. 
 
c. Asas-asas Hukum Kewarisan  
Dalam Hukum Waris menurut BW memiliki asas-asas antara lain: 
a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan 
hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Asas ini 
mengandung pengertian , bahwa hanyalah hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta 
benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak-hak dan 
kewajiban-kewajban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak dan 
kewajiban sebagai seorang suami atau seorang ayah tidak dapat 
diwariskan. 
b. Apabila seseorang meninggal maka seketika itu juga segala hak 
dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Asas tersebut 
tercantum dalam sebuah pepatah Perancis yang berbunyi: “ le 
mort saisit le vif”, Sedangkan pengoperan segala hak dan 
kewajiban dari si meninggal kepada ahli warisnya dinamakan 
dengan “saisine” artinya bahwa warisan itu beralih kepada ahli 
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waris tanpa tindakan penerimaan “bezit”, tetapi dianggap sebagai 
“eigendom” yang mau tidak mau, tanpa proses serah terimapun 
secara otomatis dengan kematian seseorang beralih harta warisan 
kepada ahli waris. 
d. Tata Cara Penyelenggaraan Warisan 
KUH Perdata pada Pasal 528 tentang hak mewarisi diidentikkan 
dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan ketentuan Pasal 584 
menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh 
hak kebendaan. Oleh karenanya ditempatkan dalam buku II BW 
tentang kebendaan. Ketentuan ini menimbulkan pro dan kontra 
dikalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam 
hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, 
akan tetapi juga menyangkut aspek hukum lainnya, misalnya hukum 
perorangan dan keluarga. 
e. Hak Mewarisi berdasarkan Undang-undang 
  Menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata , maka 
yang berhak menerima bagian warisan ialah anak keluarga dari yang 
meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah). 
Artinya bahwa keturunan dari orang yang meninggalkan warisan 
merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataannya 
mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarga tidak 
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menjadi ahli waris jika orang yang meninggalkan warisan itu 
mempunyai keturunan.27 
  Apabila si yang meninggal itu tidak memiliki keturunan maka 
sanak keluargalah yang berhak sebagai ahli waris. Dengan demikian, 
dalam Hukum Waris BW ahli waris pada dasarnya dibagi menjadi 4 
(empat) kelompok, yaitu: 
1. Ahli waris golongan pertama, meliputi keluarga sedarah dalam 
garis lurus ke bawah si pewaris. Apabila pewaris meninggalkan 
seorang suami/istri, maka untuk menetapkan peraturan yang 
mengatur pewarisan berdasarkan Undang-undang, suami atau istri 
disamakan dengan seorang anak. 
2. Ahli waris golongan kedua, meliputi orangtua, saudara, dan 
keturunan dari saudara. Untuk menetapkan bagian warisan dari 
orangtua maka warisan dibagi dua bagian yang sama menurut 
banyaknya orang, antara orangtua dan saudara laki-laki dan 
perempuan. Akan tetapi, bagian warisan dari orangtua tidak 
pernah kurang dari seperempat. 
3. Ahli waris golongan ketiga adalah kakek dan nenek serta leluhur 
dan selanjutnya. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan, 
orangtua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta 
peninggalannya sebelum dibagi dibelah terlebih dahulu (kloving). 
                                                          
27 Titik Triwulan Tutik, Op.Cit. hlm. 261. 
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4. Ahli waris golongan keempat adalah keluarga selanjutnya yang 
menyamping. Apabila tidak ada ahli waris dalam garis yang 
satunya, maka seluruh warisan jatuh kepada ahli waris dalam 
garis lainnya.28 
f. Penggantian Kewarisan 
Pewarisan berdasarkan undang-undang (BW) terutama 
dengan didasarkan kekeluargaan sedarah antara si pewaris dan ahli 
waris. Undang-undang menunjukkan urutan pewarisannya siapa yang 
berhak mewaris lebih dahulu. Dalam hal ini, maka undang-undang 
membedakan antara mewarisi sendiri dan mewaris sebagai 
pengganti. Menurut Undang-undang ada tiga macam penggantian 
dalam hak waris: 
1. Pengganti dalam garis menurun (ke bawah) 
Penggantian ini terjadi dengan tiada batasnya, tiap anak 
yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak-
anaknya begitu pula jika dari pengganti-pengganti ini ada salah 
satu yang meninggal lebih dahulu lagi, ia juga harus digantikan 
oleh anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Dengan ketentuan 
bahwa segenap turunan dari satu orang yang meninggal lebih 
dahulu harus dianggap sebagai suatu steak (cabang) dan 
bersama-sama memperoleh bagian yang mereka gantikan. 
2. Pengganti dalam garis menyamping 
                                                          
28 Subekti dan Tjirosudibio, Op.Cit, hlm.228. 
30 
 
  Tiap saudara si meninggal, baik sekandung maupun 
saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anak-
anaknya. Juga penggantian ini dapat dilakukan dengan tiada 
batasnya. 
3. Pengganti dalam garis menyamping 
 Dalam hal yang tampil ke muka sebagai ahli waris anggota-
anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya dari pada 
seorang saudara, misalnya; seorang paman atau keponakan. 
Disini diterapkan, bahwa saudara dari seorang yang tampil ke 
muka sebagai ahli waris itu, jika meninggal lebih dahulu dapat juga 
digantikan oleh keturunannya. 
 2. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Islam 
 a. Istilah dan Pengertian 
  Menurut ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, 
bahwa hukum kewarisan (waris) adalah hukum yang mengatur 
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 
pewaris. Selain itu juga berkaitan dengan penentuan siapa-siapa 
yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-
masing.29 
   Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah 
faraidh, bentuk jamak dari faridah yang artinya pembagian tertentu. 
Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi 
                                                          
29 Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008,  Kompilasi Hukum Islam, Nuansa Aulia: Bandung, hlm. 53. 
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hak ahli waris telah dibakukan dalam al-qur’an, meskipun dalam 
realitasnya sering tidak tepat secara persis nominalnya misalnya 
masalah radd dan aul. 
   Tujuan Hukum waris Islam adalah mengatur cara-cara 
membagi harta peninggalan agar dapat bermafaat kepada ahli 
waris secara adil dan baik. Berdasarkan hal itu, Islam tidak hanya 
memberikan warisan kepada pihak suami atau istri saja tetapi juga 
dari kedua belah pihak baik garis ke atas, garis ke bawah, atau 
garis ke sisi. Sehingga, hukum waris Islam bersifat bilateral 
individual.30 
 b. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 
  Menyangkut mengenai asas-asas hukum kewarisan, dapat 
digali dari ayat-ayat mengenai hukum kewarisan serta sunnah-
sunnah dari Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam. Asas-asas 
yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Asas Ijbari. 
Secara etimologis, kata ijbari mengandung arti paksaan 
(compulsory) yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. 
Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta 
seseoarng yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup 
dengan sendirinya. Maksudnya, tanpa ada perbuatan hukum 
atau pernyataan kehendak dari si pewaris bahkan si pewaris 
                                                          
30 Titik Triwulan Tutik, Op.Cit. hlm. 284. 
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(semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-
halangi terjadinya peralihan tersebut. Dengan kata lain, dengan 
adanya kematian si pewaris maka secara otomatis hartanya 
beralih kepada ahli warisnya tanpa terkecuali apakah ahli 
warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya 
dengan si pewaris). 
Asas ijbari dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: 
1. dari segi peralihan harta; 
2. dari segi jumlah harta yang beralih; 
3. dari segi kepada siapa harta itu beralih. 
Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam 
ketentuan yang termuat dalam al-qur’an surah An-nisa (4) ayat 7 
yang menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun 
perempuan ada bagian dari harta peninggalan orangtua dan 
karib kerabatnya. 
2. Asas Bilateral 
Adapun asas bilateral yang dimaksud di dalam hukum 
waris Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari 
kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan 
perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas ini juga 
berlaku untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan 
ibu). 
3. Asas Individual 
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Pengertian asas individual ini adalah bahwa setiap ahli 
waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya 
tanpa terikat oleh ahli waris lainnya (sebagaimana halnya 
dengan pewarisan kolektif yang dijumpai dalam ketentuan hukum 
adat). Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari 
harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris lainnya 
yang tidak ada sangkutpaut sama sekali dengan bagian yang 
diperolehnya tersebut. Sehingga individu masing-masing ahli 
waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang 
diperolehnya. 
4. Asas Keadilan Berimbang 
 Asas keadilan berimbang maksudnya adalah 
keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan 
antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.  
5. Kewarisan Semata Akibat Kematian 
Hukum waris memandang bahwa terjadinya peralihan harta 
hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan 
perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan 
pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak 
mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas 
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keperluannya semasa ia masih hidup dan bukan untuk 
penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.31 
 c. Tata Cara Penyelenggaraan Pembagian Warisan 
  Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa tujuan hukum 
waris Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan 
(tirkah) agar supaya dapat bermanfaat bagi ahli waris secara adil 
dan baik. 
  Refleksi asas keadilan dalam konteks yang lebih operasional-
individual, dalam Islam diantaranya adalah bahwa Islam tidak 
hanya memberi warisan kepada pihak suami atau istri saja tetapi 
juga dari kedua belah pihak baik garis ke atas, garis ke bawah atau 
garis ke sisi (samping). Dengan alasan-alasan demikian, maka 
hukum waris Islam itu tidak bersifat patrilineal tetapi bersifat 
bilateral-individual yang ditentukan oleh porsi secara individu 
dengan ketentuan-ketentuan menurut Al-qur’an dan sunnah 
Rasulullah secara maksimal. Dengan kata lain, bahwa dalam 
hukum waris Islam menetapkan hak ahli waris pria dan ahli waris 
wanita sedemikian rupa sehingga antara pria dan wanita 
mendapatkan bagian secukupnya sesuai dengan fungsi dan 
tugasnya daripada pria dan wanita tersebut. 
 d. Ahli waris 
                                                          
31 Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, 2007, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), Sinar Grafika: 
Jakarta,hlm.40. 
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  Ahli waris menurut Islam pada dasarnya ada dua macam: 
Pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan 
kewarisannya didasarkan karena hubungan darah atau 
kekerabatan. Kedua, ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris yang 
hubungan kewarisannya karena suatu sebab yaitu sebab 
pernikahan, sebab ada hubungan agama dengan orang yang 
meninggal dunia, sebab memerdekakan budak atau menurut 
sebagian mazhab Hanafiyah karena sebab perjanjian (janji setia). 
  Dilihat dari bagian yang diterima atau berhak tidaknya 
mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga yaitu: 
1) ahli waris ashab al-furud, yaitu ahli waris yang ditentukan bagian-
bagiannya; 2) ahli waris ashab al-usubah yaitu ahli waris yang 
ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah dibagikan 
kepada ahli waris ashab al-furud, seperti anak laki-laki, ayah, 
paman, dan sebagainya;  3) ahli waris zawl al-arham yaitu orang 
yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris 
namun karena ketentuan nash tidak diberikan bagian maka mereka 
tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris ashab al-
furud dan ashab al-usubah tidak ada, misal cucu perempuan dari 
garis perempuan. 
  Sedangkan, apabila ditinjau dari segi hubungan jauh 
dekatnya kekerabatan, ahli waris dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu: Pertama, ahli waris hajiib, yaitu ahli waris yang dekat 
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hubungan kekerabatannya menghalangi ahli waris yang jauh 
hubungan kekerabatannya. Contoh anak laki-laki menjadi 
penghalang bagi saudara perempuan.  Kedua, ahli waris mahjub, 
yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya dan terhalang 
untuk mewarisi. 
 
 e. Bagian yang Diterima Ahli Waris 
Berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan 
sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka hukum waris 
Islam menempatkan hak waris antara laki-laki dan perempuan 
secara proporsional, hal ini disesuaikan dengan tugas dan 
kewajiban yang diemban oleh mereka. Selain bahwa dalam hukum 
waris Islam juga didasarkan atas asas ijbari, yaitu jumlah mana 
yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris ditentukan 
berdasarkan ketentuan baku yaitu berdasarkan Al-qur’an dan as-
sunnah. 
Sesuai dengan prinsip bahwa ahli waris pokok memiliki hak 
mutlak dalam warisan , yang mana mereka tidak dapat disingkirkan 
oleh ahli waris manapun sedangkan meraka dapat menyingkirkan 
ahli waris yang lain. Ahli waris pokok tersebut meliputi: suami atau 
istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, dan ibu. 32 
                                                          
32 Titik Triwulan Tutik, Op.Cit. hlm. 292. 
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Adapun bagiannya  masing-masing dapat dilihat pada 
firman Allah dalam Al-qur’an  (Surah An-nisa ayat 7) yang 
terjemahannya sebagai berikut: 
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan 
untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki 
sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika 
anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi 
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 
perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh 
harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 
mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya 
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi 
wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”33 
 
 f. Hilangnya Hak Mewarisi 
Keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris 
tidak dapat memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut: 
1. Pembunuhan 
 Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat 
mewarisi harta orang yang terbunuh itu. Sebagaimana sabda 
Rasulullah: “Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi 
sesuatupun dari harta warisan orang yang dibunuhnya”.  
2. Berlainan Agama 
                                                          
33 Al-Fathih, 2013, Al-Qur’an dan Terjemahan, Insan Media: Jakarta, hlm. 78. 
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Berlainan agama dalam hukum waris islam dimaksudkan 
bahwa orang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada 
orang non-muslim, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana sabda 
dari Rasulullah: “ Tidak mewaris orang Islam kepada orang kafir 
dan orang kafir tidak akan mewaris kepada orang Islam. 
3. Perbudakan 
 Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak. 
Oleh sebab itu, ia tidak berhak memiliki harta, sehingga ia tidak 
bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi  
dari siapapun.34 
 
  3.  Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat 
a. Definisi 
  Soepomo berpandangan bahwa Hukum waris menurut 
hukum waris adat pada dasarnya adalah sekumpulan hukum yang 
mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi 
selanjutnya. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan: 
1. Soal pewarisan dalam hukum adat tidak menjadi perlu 
mendesak berhubungan dengan adanya kematian, karena 
pewarisan dapat dilakukan meskipun tidak ada yang meninggal. 
2. Hakikatnya yang menjadi ahli waris adalah angkatan yang lebih 
muda. 
                                                          
34 Amin Husein Nasution, 2012, Hukum Islam Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan 
Kompilasi Hukum Islam, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.78. 
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b. Sistem Penerimaan Warisan 
Hukum Waris adat mengenal adanya sistem kewarisan, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem 
kewarisan dimana para ahli waris mewaris secara perorangan 
(Batak, Jawa, Sulawesi, dll); 
2. Sistem Kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara 
kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang 
tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing 
ahli waris (Minangkabau); 
3. Sistem kewarisan mayorat: 
a) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada 
saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau 
keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal seperti 
di Lampung; 
b) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua 
pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, 
misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.35 
c. Tata Cara Penyelenggaraan Warisan 
Waris berdasarkan tata tertib sanak yang terbagi dalam tiga 
sistem, yaitu: 
1. Waris Parental 
                                                          
35 Soerjono Soekanto, Op. cit., hlm. 260 
40 
 
 Jika salah satu suami istri meninggal, maka harta benda 
perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu harta asal ditambah 
setengah harta benda perkawinan. Adapun yang berhak 
mewarisi dari harta tersebut adalah semua anak (laki-laki atau 
perempuan) dengan pembagian sama rata. 
 Apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka 
harta benda bersama jatuh pada yang masih hidup dan bila 
keduanya meninggal dan tanpa anak, maka harta benda 
bersama itu jatuh pada famili kedua belah pihak. Apabila salah 
satu meninggal dengan meninggalkan anak, maka harta asal 
jatuh pada famili  yang tertua dari yang meninggal (orangtua). 
Jika yang tertua tidak ada atau telah meninggal, maka harta itu 
jatuh pada ahli waris dari kedua orang tersebut (saudara laki-
laki). 
2. Waris Patrilineal 
 Berdasarkan sistem ini, maka  yang berhak mewarisi 
hanyalah anak laki-laki. Adapun jika salah satu meninggal 
dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka warisan itu 
jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal), jika kakek tidak 
ada maka yang mewarisi adalah saudara laki-laki yang 
meninggal. 
3. Waris Matrilineal  
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 Berdasarkan sistem ini, maka  yang berhak mewarisi ialah 
semua anak dari ibu. Adapun jika yang meninggal adalah suami 
maka yang mewarisi ialah saudara istri beserta anak-anak 
mereka. 
d. Ahli Waris dan Pola Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum 
Adat 
1. Ahli waris dalam Masyarakat Keibu-bapaan (Parental) 
Dalam masyarakat parental ini memberi hak dan kewajiban 
yang sama pada ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. 
Selain itu, sistem masyarakat ini juga memeberi hak yang sama 
pada keluarga bapak dan keluarga ibu. 
Pola pembagian harta warisan masyarakat parental, adalah 
sebagai berikut: Pertama, jika salah satu meninggal, harta benda 
perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu harta benda asal ditambah 
setengan harta benda perkawinan. Ahli warisnya adalah semua 
anak-anaknya (laki-laki dan perempuan) dengan bagian sama 
rata. Bila tidak beranak, maka harta benda bersama jatuh pada 
yang masih hidup dan bila ada anak, maka harta asal jatuh pada 
famili yang tertua dari yang meninggal (orang tua). Bila yang 
tertua tidak ada, harta asal jatuh pada ahli waris kedua dari 
kedua orang tua tersebut (saudara laki-laki). Kedua, jika 
keduanya meninggal tanpa anak, maka harta benda bersama 
jatuh pada famili kedua belah pihak.  
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 2.  Ahli Waris pada Masyarakat Kebapakan (Patrilineal) 
Dalam masyarakat patrilineal, hanya anak laki-laki yang 
menjadi ahli waris dan semua garis laki-laki dari yang 
meninggal. Oleh karena semua perempuan yang sudah kawin 
jujuran ia masuk anggota keluarga suaminya dan dilepas dari 
keluarganya (tak sebagai ahli waris). 
Pola pembagian harta warisan masyarakat parental, adalah 
sebagai berikut: 1) yang berhak mewarisi hanya anak laki-laki; 
2) kakek, jika tidak memiliki anak laki-laki; dan 3) saudara laki-
laki, jika kakek tidak ada. 
 3. Ahli Waris pada Masyarakat Keibuan (Matrilineal) 
Dalam masyarakat matrilineal, anak-anak merupakan 
sebagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya tetap 
merupakan sebagian dari keluarganya sendiri. Perkawinan 
dalam masyarakat ini disebut “ Exogam Semendo”, yang berarti 
perkawinan dimana laki-laki datang atau dijemput oleh pihak 
wanita tapi laki-laki tidak termasuk klan istrinya, melainkan tetap 
menjadi anggota klannya (klan ibunya). 
Pembagian harta warisan menurut tata tertib sanak dan 
hukum waris adat menurut garis ibu adalah sebagai berikut: 1) 
anak dari ibu; 2) cucu dan seterusnya, jika anak meninggal 
dahulu; 3) ayah-ibu, jika anak ke bawah tidak ada; 4) saudara 
istri beserta anak-anaknya, jika yang meninggal suami; dan 5) 
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bila suami yang meninggal. Dan tidak meninggalkan ahli waris 
di atas maka digantikan oleh nenek dari peninggal warisan 
beserta anak cucunya.36 
D. Kedudukan Anak dalam Sistem Kewarisan 
  Jika kita lihat di dalam lingkungan hukum adat, hukum Islam, 
maupun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), anak-anak 
dari si peninggal warisan merupakan golongan yang terpenting dan yang 
utama. Hal ini disebabkan karena mereka (anak-anak) pada hakikatnya 
merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya sanak keluarga tidak 
menjadi ahli waris apabila di peninggal warisan meninggalkan anak-anak. 
Walau demikian, di dalam Hukum Islam yang merupakan bagian terbesar 
agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, anak-anak juga menjadi ahli 
waris utama, disamping ahli waris lainnya.37 
 
1. Kedudukan Anak Menurut Hukum Waris Perdata (BW) 
a. Anak Sah atau Anak Kandung 
Menurut ketentuan undang-undang (BW), maka yang berhak 
menerima warisan adalah anak keluarga dari yang meninggal dunia 
(mereka yang saling mempunyai hubungan darah). Artinya bahwa 
anak keturunan dari yang meninggal merupakan ahli waris 
terpenting.  
                                                          
36 Titik Triwulan Tutik, Op.Cit. hlm. 302. 
37 Soedharyo Soimin, 2010, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum 
Islam, dan Hukum Adat, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.31. 
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Berdasarkan pembagian kelompok atau golongan yang 
berhak mewarisi menurut Hukum Perdata (BW), maka anak sah atau 
anak kandung menempati posisi sebagai golongan ke-1. Dimana, 
golongan pertama ini meliputi suami istri dan keturunan (anak 
sah/anak kandung), mendapatkan bagian yang sama besar. 
Sehingga, sanak keluarganya tidak akan menjadi ahli waris jika 
orang yang meninggal itu mempunyai keturunan. 
b. Anak Luar Kawin 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur secara istimewa 
mengenai hubungan hukum tentang warisan antara ibu dan anak yang 
lahir di luar perkawinan. Aturan tersebut termuat dalam termuat dalam 
Pasal 862-873. 
Pada dasarnya, hak anak luar kawin yang diakui sah oleh 
bapak atau ibunya adalah tidak sama dengan anak sah. Hak anak 
luar kawin yang diakui sah diatur dalam Pasal 862 BW. 
Bagian seorang anak yang lahir di luar perkawinan tetapi 
diakui, itu tergantung dari berapa adanya anggota keluarga yang 
sah. Dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Jika ada ahli waris dari golongan pertama, anak bagian anak yang 
lahir di luar perkawinan tersebut, 1/3 (sepertiga) dari bagian yang 
akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan 
yang sah. 
45 
 
2) Jikalau tidak ada golongan pertama tetapi terdapat golongan ke-2 
bersama-sama mewarisi, maka ia mewarisi ½ bagian yang akan 
diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. 
3) Jika hanya ada sanak keluarga yang lebih jauh dari derajat 
keempat, maka ia mewarisi ¾ dari warisan (Pasal 863). 
4) Kalau semua ahli waris tidak ada, maka ia mewarisi sepenuhnya 
harta warisan (Pasal 865). 
  Pembagian warisan harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga 
bagian anak yang lahir di luar perkawinan itu harus dihitung dan 
dikeluarkan lebih dahulu, barulah sisanya dibagi antara ahli waris 
yang lain, seolah-olah sisa warisan itu masih utuh. 
c. Anak Zina 
Anak zina adalah anak dari ayah dan ibu yang tak boleh kawin 
oleh karena sangat erta tali kekeluargaannya antara ayah dan ibu. 
Anak zina menurut Pasal 867 KUH Perdata sama sekali tidak 
mendapat harta warisan dari si pewaris, tetapi hanya berhak untuk 
mendapatkan nafkah seperlunya. Di mana nafkah tersebut diatu 
menurut kekayaan ayah dan ibu juga keadaan ahli waris yang sah 
(Pasal 868). Jika anak tersebut sudah mendapatkan nafkah 
seperlunya waktu ayah atau ibu masih hidup, maka ia tak berhak 
menuntut lagi terhadap warisan ayah dan ibunya yang meninggal 
(Pasal 869).38 
                                                          
38 Titik Triwulan Tutik, Op.Cit. hlm. 265. 
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d. Anak Angkat 
Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan 
mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri. Sehingga 
dengan demikian antara orang yang mengangkat anak dan anak 
yang diangkat timbul suatu hubungan hukum. 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), 
pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya lembaga 
pengangkatan anak itu diatur  dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang 
pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa 
pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki 
sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah 
beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak 
laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut 
yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat 
sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Tentang 
hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut 
diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris 
kepada bapak yang mengangkatnya.39 
 2. Kedudukan Anak Menurut Hukum Waris Islam 
a. Anak Sah 
 Atas dasar garis keturunan, anak memiliki hak waris atas harta 
peninggalan ibu-bapaknya. Adapun yang dimaksud anak di sini 
                                                          
39 Soedharyo Soimin, Op.Cit. hlm. 35. 
47 
 
adalah anak sah dari suatu perkawinan yang sah. Bagian yang 
diterima oleh anak adalah: 1) apabila anak laki-laki sendiri, maka ia 
memperoleh semua harta ibu-bapaknya; 2) apabila anak perempuan 
seorang diri maka ia mendapat ½ bagian; 3) apabila terdiri dari dua 
anak perempuan atau lebih, masing-masing mendapat 2/3 bagian; 
dan 4) apabila anak perempuan mewaris bersama anak laki-laki 
bagian anak laki 2:1 dengan anak perempuan.40 
b. Anak Luar Kawin 
 Dalam Islam, anak luar kawin terdiri dari anak zina dan anak li’an. 
Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan 
yang sah. Sedangkan anak li’an adalah anak yang diingkari 
keabsahannya oleh ayahnya. 
 Berbeda dengan hukum perdata barat, dalam hukum Islam anak 
luar kawin hanya mempunyai hubungan mewaris dengan ibunya dan 
keluarga dari pihak ibunya. Misalnya yang meninggal (si pewaris) 
adalah bapak zinanya, maka si anak (laki-laki maupun perempuan) 
tidak memiliki hak untuk mewarisi. Tetapi apabila pewarisnya adalah 
ibunya maka ia berhak mewarisi. 
c. Anak Angkat 
  Pada dasarnya, dalam hukum Islam tidak dikenal adanya anak 
angkat , tetapi seandainya sudah terlanjur mengangkat anak dan 
tidak diketahui siapa orang tuanya maka mereka adalah saudaramu 
                                                          
40Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op.Cit, hlm. 56. 
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dalam agama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur’an Surah Al-
Ahzab ayat 5 (terjemahannya) sebagai berikut: 
Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 
nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, 
dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka 
(panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan 
maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang 
kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 
disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.41 
    
3. Kedudukan Anak Menurut Hukum Waris Adat 
a. Anak Sah  
 Sesuai dengan pengertian hukum waris adat bahwa pewarisan itu 
adalah proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi ke 
generasi berikutnya. Oleh karena itu, keluarga sedarah adalah 
generasi berikutnya si pewaris, yaitu anak-anaknya. Di samping itu, 
keluarga sedarah dimaksudkan adalah orang tua dan saudara-
saudara si pewaris. Adapun sifat kekeluargaan yang tumbuh dan 
berkembang pada masyarakat Indonesia terbagi atas tiga kelompok, 
antara lain: parental, patrilineal, dan matrilineal. Adapun 
penjabarannya sebagaimana yang telah dipaparkan di muka. 
 
b. Anak Angkat 
  Anak angkat dalam  hukum waris adat berada pada 
kelompok ahli waris bukan keluarga sedarah. Sehingga, anak angkat 
menerima warisan berbeda dengan keturunan sedarah dari si 
                                                          
41 Al-Fathih, Al-Qur’an dan Terjemahan, Op.Cit, hlm. 418. 
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pewaris. Kalau kedudukannya benar-benar sama dengan anak 
kandung, maka dalam pewarisan mempunyai hak sama dengan 
anak kandung. Kalau anak angkat itu dalam segi yuridis benar-benar 
merupakan anak angkat yang menjadi anak kandung, di mana 
hubungan dengan orang tua asalnya tidak diputuskan maka ia 
mendapat dari dua sumber yaitu dari orang tua asalnya dan dari 
orang tua angkatnya. Dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya 
berhak atas harta rumah tangga orang tua angkatnya.  
c. Anak Tiri 
 Seorang anak tiri tidak berhak atas warisan bapak/ibu tirinya. 
Tetapi sebagai anggota rumah tangga, ia ikut menikmati penghasilan 
seorang bapak/ibu tiri yang diberikan kepada ibu/bapak  kandungnya 
sebagai nafkah janda/duda. 
d. Anak yang Lahir di Luar Perkawinan 
  Seorang anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum 
adat hanya dapat mewarisi harta peninggalan ibunya dan keluarga 
dari ibunya. Dan bila anak itu meninggal dunia, maka harta 
peninggalannya hanya diwariskan pada ibunya dan keluarga ibunya. 
Tetapi dalam lingkungan hukum adat jarang sekali ada anak yang 
lahir di luar perkawinan karena ada usaha sedapat mungkin untuk 
mengawinkan si ibu sebelum melahirkan anak itu.42 
 
                                                          
42 Titik Triwulan Tutik, Op.Cit. hlm. 309. 
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E. Karakteristik Sistem Kewarisan Adat Mandar 
 Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat  garis-garis 
ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta 
warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan  
penguasaan  dan  pemilikannya  dari  pewaris  kepada  waris. Hukum   
waris   adat   sesungguhnya   adalah   hukum   penerusan   harta kekayaan 
dari suatu generasi kepada turunannya. 
Hukum  waris  adat  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  pengaruh 
susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Mengetahui sistem 
kekerabatan dalam hal kewarisan merupakan sesuatu yang sangat penting, 
karena pembagian warisan dalam masyarakat adat sangat bergantung pada 
sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui 
hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam  pikiran  masyarakat  
yang  tradisional  dengan  bentuk  kekerabatan yang sistem keturunannya 
patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun  pada  bentuk  
kekerabatan  yang  sama  belum  tentu  berlaku sistem kewarisan yang 
sama. 
Penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa sistem kekerabatan pada 
masyarakat Mandar menganut sistem bilateral atau pariental, yaitu sistem 
keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi 
(bapak-ibu), tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak 
perempuan sebagai waris. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan 
berhak mendapat bagian warisan dari orang tuanya. Kecenderungan sifat 
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kewarisan pariental atau bilateral adalah melaksanakan sistem individual, 
dimana harta warisan tersebut terbagi- bagi kepemilikannya kepada ahli 
waris. Namun dalam karakteristik pewarisan berdasarkan adat masyarakat 
Mandar memiliki corak tersendiri sesuai adat mereka. 
Karakteristik pembagian waris adat Mandar adakalanya dilakukan 
dengan cara menunjukkan bagian kepada ahli warisnya masing-masing 
sebelum pewaris meninggal.  
Hukum adat Mandar tidak mengenal cara pembagian dengan 
perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan 
mengingat wujud benda, kebutuhan waris bersangkutan serta keadilan. 
Keistimewaan hukum waris adat Mandar ini adalah rumah peninggalan 
orang tua menjadi milik tappalaus (anak bungsu), sebab dia bersama  orang  
tuanya  sampai  orang  tuanya  itu  meninggal  dunia. Biasanya anak bungsu 
mendapat warisan istimewa dari orang tua karena kasih sayang orang tua 
lebih banyak melimpah kepadanya sebagai anak yang terakhir dan lebih 
lama tinggal bersama mereka dari kakaknya. Apabila  anak  bungsu  tidak  
serumah  dengan  pewaris,  maka  rumah tersebut  jatuh  kepada anak  
yang  kebetulan  bersama-sama  /  serumah dengan pewaris, dengan 
alasan dia Mappoitomate atau maqala bosi- bosinna (dia yang memiliki 
kematian orang tuanya).43 
Secara lebih rinci terkait perkara kewarisan menurut adat Mandar, hal ini 
dijelaskan dalam Lontara Mandar sebagai berikut: 
                                                          
43 Reny handayani Asyhari, 2015, Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali 
Sulawesi Barat, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 61.  
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“Rusa’ nawang tarrusa’ sossorang. Rusa’ sossorang tarrusa’ 
pappiwengang. Rusa’ pappiwengang tarrusa’ assamaturuang. Muane 
tammala ma’ala sossorang, baine tammala ma’ala sossorang dimuane. 
Mua’ matei muane iada’ anna’ baine, iya-iyyamo tuo, malai ma’ala bare 
sitangnga. Iyya sesang napamanyarang inrang pomateang iyyamo tappa di 
ana’. Inggananna ana’ sinrayai barena. Mua’ andinang, titappai tia lao di indi 
di ama. Mua’ andiangdi titappai lao di kanne’, mua’ andiangdi titappai lao 
diluluare’ sola indo diama, mua’ andiang titappai di luluare sola diama, mua’ 
andiang titappai di luluare sola diindo, mua’ andiang titappai di luluare’na 
amanna anna’ indona. Mua’ andiang, titappai diluluare’na indona amanna 
siama, mua’ andiang titappai di appona luluare’na amanna anna appona 
luluare’na indona. Muang andiang, titappai di masigi sara’. Iyya appo anna; 
matei amanna iyyada’ na indona napendoloi kanne’na ia angga’ iyada’ na 
sossorang napepondo’I tomawuwenna iya mate iyada’ kanne’ naoroi 
sipulung appo natitappai toi bare. Mua’ tosipemmuane sipebaine mate 
andammo ana’ iyada’ appona, iya angga’ napeppondo’I setangga membali’ 
lao di barrisna tobaine. Mua’ diang angga’ iyada’ nasossorang nana’eke 
tangganna’ ummurna, na tisorongmi lao di ada’ nasossorang tomi tia lao tau 
sitinaya. Innggannana angga’ dipa’arakkeani na jappo’ nacappu’ 
nawaluangi, nannami doi’na, iyada’ napa’alliangi lita’ nanape’atuoi. Mua’ 
diang ana’ mate mappelei angga’, diang bainena iyada’ muanena na 
andiang ana’na, bare muane iyada’ bare baine laoi diindo amanna iyyada 
nasangga’ amanna, iyada’ nasangga’ indona.. Mua’ diang tau mate indona, 
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iyada’ mate amanna tibare da’duai angga’na. sambare diana’ sambare di 
indo iyada’ di ama. Mate indo ama, titappai di ana’. Matei muane iyyada’ 
baine tang keana’, baine iyada’ setangga barena. Sesanna membali’I lo 
dibarrisna tomate, mua’ sossorang. Mate muane mate baine takkeana’, 
sambare dibariis muane, sambare di barris baine.Inna-inna to’o 
mapporoambi’I nana’eke, iya tomo mapperoambi’I barang-barangna 
poro’ambi’na. Bare kaka anna’ bare andi sinrayai. Bare ana’ tobaine kaka 
anna andi tommuane sinrayai. Mua’ diang boyang dipeleiyyangi, tappalaus 
tobaine natitappai. ( Alam dunia bisa berubah, tetapi pusaka tidak. Pusaka 
bisa berubah, tetapi pemberian tidak. Pemberian bisa berubah, tetapi 
persepakatan tidak. Suami tidak boleh menerima harta warisan istrinya. Istri 
tidak boleh menerima harta warisan suaminya. Apabila suami atau istri 
meninggal dunia, yang hidup (suami atau istri) dibenarkan menerima bagian 
setengah. Sisanya dipakai untuk membayar utang penyelenggaraan mayat 
dan untuk anak-anaknya. Semua anak menerima pembagian yang sama 
besarnya. Kalau ia tidak mempunyai anak, harta peninggalannya jatuh 
kepada orangtuanya.  Kalau orangtua sudah tidak ada maka jatuh kepada 
neneknya. Kalau nenek tidak ada, maka jatuh pada saudara seibu sebapak. 
Kalau tidak ada maka jatuh pada saudara yang sebapak. Kalau tidak ada 
maka jatuh pada saudara seibu. Dan kalau juga tidak ada, maka jatuh 
kepada saudara bapaknya dan saudara ibunya. Kalau tidak ada, akan jatuh 
kepada saudara ibunya dan saudara bapaknya yang seibu dan sebapak. 
Dan kalau tidak ada maka akan jatuh pada saudara ibunya dan saudara 
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bapaknya yang sebapak, dan kalau tidak ada juga maka akan jatuh pada 
saudara bapaknya yang sebapak. Kalau juga tidak ada, maka jatuh pada 
yang seibu. Kalau tidak ada maka jatuh pada cucu saudara bapaknya dan 
cucu saudara ibunya. Dan terakhir kalau masih ada maka akan jatuh kepada 
masjid ‘syarak’. Apabila seorang cucu yang bapaknya atau ibunya telah 
meninggal dunia mendahului neneknya, maka harta benda atau pusaka 
yang ditinggalkan jatuh kepada neneknya tempat cucu itu tinggal. Kalau 
suami istri yang tidak mempunyai anak atau cucu meninggal dunia, maka 
harta benda yang ditinggalkannya setengahnya jatuh kembali kepada 
pewaris dari pihak laki-laki (suami) dan setengahnya lagi jatuh pada pewaris 
dari pihak perempuan (istri). Apabila ada harta benda atau harta pusaka 
anak-anak yang belum cukup umur, maka harta itu harus diserahkan 
kepada pemangku adat. Pemangku adat meneruskannya lagi kepada yang 
berhak menerimanya. Semua harta yang dikhawatirkan akan musnah atau 
hancur akan dijual dan harganya disimpan untuk anak itu ataukah dibelikan 
tanah agar anak itu mempunyai tempat tinggal dan sumber hidup. Apabila 
ada anak (orang) yang mempunyai istri atau suami memiliki harta benda 
lantas meninggal dunia, maka bagian untuk suami atau untuk istri jatuh pada 
ibu bapaknya atau salah satunya yang masih ada (ibu atau bapaknya), 
maka harta benda yang ditinggalkan terbagi dua . Sebagian jatuh ke tangan 
anaknya, dan sebagian lagi jatuh ke tangan ibu atau ayahnya yang masih 
hidup. Kalau kedua orangtua meninggal dunia, maka harta bendanya jatuh 
ke tangan anaknya. Suami atau istri yang tidak mempunyai anak, meninggal 
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dunia maka istri ataukah suami menerima warisan peninggalannya 
setengahnya. Sisanya dikembalikan kepada pewaris yang meninggal 
apabila harta itu harta pusaka.  Bagi siapa saja yang memelihara anak-anak 
tertentu, maka ia pulalah yang memelihara harta anak-anak tersebut, yaitu 
orangtua yang memeliharanya. Bagian kakak dan adik sama besarnya. 
Bagian anak perempuan yang kakak dan yang adik sama besarnya. Bagian 
anak laki-laki yang kakak dan yang adik sama besarnya. Apabila ada rumah 
yang ditinggalkan orangtua, maka yang mewarisi ialah anak perempuan 
bungsunya. Harta warisan dibagi rata kepada anak-anak yang bersaudara, 
mereka mendapat bagian yang sama ‘kakak, adik, perempuan, laki-laki’. 
Menurut hukum waris tradisional, sebelum Islam masuk ke daerah Mandar, 
berdasarkan prinsip rata uwai mana’ ‘rata bagai air harta warisan’, dengan 
pengecualian : anak perempuan bungsu mewarisi rumah yang ditinggalkan 
orangtuanya).44
                                                          
44 Suradi Yasil, Op. Cit, hlm. 24. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, 
Sulawesi Barat dengan mengambil daerah tertentu sebagai sumber data 
yaitu Kecamatan Campalagian, Desa Kenje. Pemilihan lokasi ini didasarkan 
pada kemudahan akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan  
sebab di daerah tersebut masih sangat kental pelaksanaan hukum adat, 
utamanya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
B.Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 
 
Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau 
seluruh unit yang diteliti. Populasi yang dimaksud adalah masyarakat 
adat Mandar dan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar. 
 
2. Sampel 
 
 
Sampel adalah bagian dari populasi yaitu suatu unit yang 
dijadikan contoh untuk diteliti lebih lanjut yang dianggap sebagai bagian 
kecil yang mewakili suluruh populasi yang ada. Penentuan sampel 
sebagai informan dan  responden  penelitian  ini  dilakukan  secara  
purposive  sampling, dengan kriteria sebagai berikut: 
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1. Masyarakat  Adat Mandar (2 orang) 
 
2. Tokoh agama (2 orang) 
3. Tokoh masyarakat dan pemerhati budaya (2 orang) 
4. Tokoh Adat Mandar (2 orang) 
5. Anak bungsu (3 orang). 
C. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas 
dua, yakni :  
1. Data primer  
Data Primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui 
wawancara (interview). Wawancara dilakukan kepada narasumber yang 
terkait dengan penelitian ini seperti tokoh masyarakat, tokoh Islam, 
budayawan maupun tokoh atau pemangku adat.  
2. Data Sekunder   
Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 
dalam hal ini dokumen atau informasi lain yang diperoleh dari pihak-pihak 
terkait seperti Pengadilan Agama Polewali Mandar atau Pengadilan 
Negeri Polewali Mandar  dan literatur yang ada relevansinya dengan 
penelitian ini, yakni Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam, 
Hukum Kewarisan Perdata Barat serta data yang diperoleh dari media 
elektronik yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.  
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D. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan 
informasi dalam penelitian ini adalah:  
1. Wawancara (interview)  
Sehubungan dengan hal ini, maka dilakukan wawancara berdasarkan 
daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan pihak terkait yang telah 
disebutkan di atas. Kemudian terjadi perkembangan pertanyaan-
pertanyaan saat melakukan wawancara di lapangan untuk memperoleh 
jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian ini.  
2. Studi Dokumen   
Dalam penelitian ini akan dilakukan pencatatan terhadap data  yang 
diperoleh dan data  yang bersumber dari literatur yang ada relevansinya 
dengan penelitian ini. Selain itu ada pula data yang diperoleh dari media 
elektronik yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.  
E. Analisis Data  
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan 
dianalisis secara kualitatif. Kemudian, hasil analisis dipaparkan secara 
deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Sehingga akan 
menjadikan datanya dapat dengan mudah difahami dan menjawab masalah-
masalah yang ada. 
59 
 
BAB 4 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian 
Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu kabupaten yang ada di 
provinsi Sulawesi Barat bersama dengan 5 kabupaten lainnya yaitu: 
Mamuju, Mamuju Utara, Mamuju Tengah, Majene, dan Mamasa. Ibukota 
Polewali Mandar adalah Kecamatan Polewali yang memiliki luas wilayah 
sekitar wilayah sekitar 2.022,30 kilometer persegi.45 
Sebelum dinamakan Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten 
Polewali Mamasa disingkat Polmas yang secara administratif berada dalam 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan 
berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama 
Polewali Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. Nama Kabupaten 
ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 
Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005, 
tanggal 27 Desember 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali 
Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar. 
Kabupaten Polewali Mandar secara geografis terletak antara 2°40’00”-
3°32’00” LU dan 118°40’27”-119°32’27” BT. Kabupaten Polewali Mandar 
dibagi atas 16 wilayah kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut: 
 Pada   bagian   sebelah   utara   berbatasan   dengan   kabupaten 
                                                          
45 http://www.polewalimandarkab.go.id. Diakses pada tanggal 4 Mei 2017. 
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Mamasa,  
 Pada   bagian   sebelah   timur   berbatasan   dengan   Kabupaten 
Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, 
 Pada bagian selatan berbatasan dengan Selat Makassar, dan 
 Pada bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Majene. 
Adapun 16 Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten 
Polewali Mandar adalah sebagai berikut: 
1.  Kecamatan Tinambung 
 
2.  Kecamatan Balanipa 
 
3.  Kecamatan Limboro 
 
4.  Kecamatan Tubi Tamannu 
 
5.  Kecamatan Allu 
 
6.  Kecamatan Campalagian 
 
7.  Kecamatan Luyo 
 
8.  Kecamatan Wonomulyo 
 
9.  Kecamatan Mapili 
 
10. Kecamatan Tapange 
 
11. Kecamatan Matakali 
 
12. Kecamatan Bulo 
 
13. Kecamatan Polewali 
 
14. Kecamatan Binuang 
 
15. Kecamatan Anreapi 
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16.Kecamatan Matangga.46 
 
Jumlah penduduk yang bermukim di daerah Polewali Mandar pada 
tahun 2004 penduduk berjumlah 360.382 jiwa dengan laju pertumbuhan 
penduduk rata-rata 0,58% per tahun. Jumlah penduduk tersebut terbagi 
dalam 77.157 rumah tangga. Kecamatan Campalagian merupakan wilayah 
dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 49.400 jiwa (13,37%) sedangkan 
yang terkecil adalah Kecamatan Matangnga, 4.761 jiwa (1,32%). Kepadatan 
penduduk rata-rata di Polewali Mandar sebesar 178 jiwa per km2.47 
Di beberapa wilayah dalam daerah Kabupaten Polewali Mandar, selain 
penduduk asli to Mandar juga didiami oleh penduduk asal suku bangsa   lain,   
sebagai   pendatang   yang   kemudian   menetap   dan berakulturasi dengan 
penduduk asli setempat. Seperti dalam wilayah kecamatan Polewali, 
terutama kota Polewali sendiri sebagai ibukota kabupaten selain di diami 
oleh penduduk asli orang mandar, juga didiami oleh berbagai asal suku 
bangsa lainnya, yakni Bugis, Makassar, Jawa, Toraja, dan Cina. Demikian 
pula wilayah kecamatan Wonomulyo yang khusus penduduknya sebagaian 
berasal dari suku bangsa Jawa. Dalam sejarah, penduduk asli Jawa ini 
merupakan penduduk yang ditransmigrasikan  oleh  pemerintah  kolonial  
Belanda.  Sedang  dalam wilayah  kecamatan  lainnya,  seperti:  kecamatan  
Balanipa,  Tinambung, Allu, Tubbi, Taramanu,  Limboro,  Campalagian,  
                                                          
46 http://www.polewalimandarkab.go.id. Diakses pada 4 Mei 2017. 
47 http://www.polewalimandar.bps.go.id. Diakses pada 4 Mei 2017. 
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Luyo,  Mapili, Tapango, Matakali, Anreapi, Matangnga dan binuang 
mayoritas didiami oleh penduduk setempat, suku bangsa Mandar. 
Penduduk yang mendiami kabupaten ini mayoritas merupakan penganut 
agama Islam. Sedangkan lainnya merupakan penganut agama Kristen 
Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha. Di samping itu sebahagian 
kecil pula mengaku  diri penganut agama  lain atau sistem kepercayaan 
setempat. Mata pencaharian penduduk umumnya beragam, seperti 
penduduk yang mendiami pesisir pantai selat Makassar atau Teluk Mandar, 
umumnya nelayan atau pelaut (pedagang antar pulau atau antar pantai). 
Sedang penduduk yang mendiami dataran rendah atau dataran tinggi, 
umumnya memilih mata pencaharian bertani atau berkebun di samping 
memelihara ternak. 
Dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, bagi penduduk yang 
memilih mata pencaharian sebagai petani, hasilnya antara lain: padi, 
palawija, kopi, cengkeh, coklat, kelapa, durian dan langsat. Khusus hasil 
pertanian atau perkebunan kelapa, di daerah ini sejak masa lalu hingga 
masa kini sudah terkenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak 
kelapa di kawasan Sulawesi Barat. Selain sebagai petani dan nelayan, 
juga sebagian penduduk di wilayah kabupaten ini memilih mata pencaharian 
sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan swasta atau menjadi guru.48 
                                                          
48 Reny handayani Asyhari, 2015, Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali 
Sulawesi Barat, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 58 
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B. Hak Anak Bungsu yang Diatur dalam Sistem Pewarisan Adat pada 
Masyarakat Polewali Mandar 
1) Kilas Sejarah Keberlakuan Hukum Adat Mandar tentang Hak Anak 
Bungsu dalam Sistem Pewarisan 
Hukum adat pada dasarnya adalah suatu sistem hukum yang 
tumbuh secara alamiah dan dilakukan secara terus-menerus oleh 
masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Hal tersebut bermula dari 
adanya kebiasaan-kebiasaan yang ditetapkan kemudian diberlakukan 
bagi masyarakat tersebut. Sehingga, dalam hal ini dapat dipahami bahwa 
hukum adat sama sekali tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai 
wadah berlakunya ketentuan hukum tersebut. 
Demikian pula halnya dengan masyarakat Mandar. Sebagai 
masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai adat dari pattodioloang 
(leluhur), maka tidak dapat dipungkiri bahwa tata perilaku masyarakat 
Mandar dalam segala lini kehidupan senantiasa diselaraskan dengan 
nilai-nilai atau pesan-pesan pendahulu yang telah menjadi dogma dan 
dikonstruksikan menjadi sebuah pranata adat yang lestari di tengah 
megahnya peradaban modern masa kini. Sehingga, bukanlah sesuatu 
yang asing bagi masyarakat Mandar jika perkara kewarisan menjadi 
salah satu tema besar dalam pranata adat yang hingga kini terus 
diupayakan lestari oleh para tokoh dan pemerhati adat maupun budaya 
Mandar itu sendiri. 
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Masyarakat  Mandar memahami sebuah prinsip, bahwa seseorang 
yang ingin disebut sebagai to Mandar tonga-tongang (orang Mandar 
sejati) maka ia wajib mengenal inti dari passemandaran yang merupakan 
puncak nilai yang terkandung di dalam tallu ponna attongangan (tiga 
dasar kebajikan) yang terdiri atas: 
 Mesa ponge’ pallangga/satu akar yang kuat (aspek ketuhanan) 
 Da’dua tassisara’/dua yang tak terpisahkan (aspek hukum dan 
demokrasi) 
 Tallu tammalaesang/tiga yang tak terabaikan (aspek ekonomi, 
keadilan, dan persatuan). 
Ketiga dasar kebajikan tersebut dijabarkan dalam Annang 
Pappeyappu di Lita’ Mandar (enam pegangan utama di tanah Mandar) 
yang terdiri atas: 
 Buttu tandira’bai (tegaknya hukum secara utuh) 
 Manu tandipesissi’I (demokrasi dalam segala lini kehidupan) 
 Bea’ tandicupa’ (ekonomi kerakyatan yang merata) 
 Karra’arang tandidappai (keadilan tanpa takaran) 
 Wai tandipolong (persatuan yang berkesinambungan) 
 Buttu tanditema’ diammemanganna Tokuana tokua (keutuhan 
keyakinan akan kekuasaan Dzat Yang Maha Tinggi).49 
                                                          
49 Idham Khalid Bodi, 2005. Sibaliparri’: Gender Masyarakat Mandar, Graha Media Celebes: Jakarta, 
hlm.81.  
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Keseluruhan nilai tersebut berada dalam satu bingkai kokoh mesa 
tanggesar yaitu, o di ada’ o di biasa (sesuai dengan adat dan kebiasaan). 
Prinsip-prinsip yang paripurna tersebut di atas adalah sebuah pertanda 
yang nyata bahwa masyarakat Mandar adalah masyarakat yang sangat 
menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kearifan lokal. 
Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa karakter utama 
yang menjadi ciri khas bagi sistem kewarisan adat Mandar adalah 
tappalaus ma’ala boyang (anak bungsu mendapatkan rumah) dari si 
pewaris. Menariknya adalah sebab di tempat lain atau pada masyarakat 
adat yang lain sering dijumpai hal serupa bahwa anak bungsu 
mendapatkan rumah si pewaris, namun khusus bagi anak bungsu 
perempuan. Sementara itu, di masyarakat Mandar dewasa ini telah 
diterapkan untuk tappalaus tobaine (anak bungsu perempuan) maupun 
tapplaus tommuane (anak bungsu laki-laki), sebab telah terjadi 
pergeseran yang mengesampingkan bahwa hanya tapplaus tobaine 
(anak bungsu perempuan) saja yang berhak atas rumah si pewaris.  
Jika ditilik kembali kepada sejarah, berkenaan mengenai awal 
mula berlakunya hukum tersebut pada masyarakat Mandar, maka dalam 
hal ini tokoh masyarakat yang sekaligus sebagai pemerhati budaya 
Mandar, Muhammad Ilyas menjelaskan bahwa: 
“ Berkaitan dengan awal mula berlakunya hak tappalaus itu 
sebenarnya belum ada literatur yang mengungkap secara detil 
terkait waktunya. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa hal tersebut 
telah berlaku secara turun temurun di masyarakat Mandar ini. Hal 
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ini dibuktikan dengan kebijakan mara’dia (raja) Balanipa yang 
rumahnya juga diwarisi oleh anak bungsunya”.50 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa 
tidak adanya literatur yang secara tegas menjelaskan mengenai awal 
mula keberlakuan hak tappalaus tersebut. Namun, keterangan yang lain 
didapatkan dari  Asruddin, yang dalam hal ini juga sebagai tokoh 
masyarakat sekaligus pemerhati budaya Mandar menyampaikan bahwa: 
“Mengenai awal mula berlakunya hak tappalaus dalam kewarisan 
itu diperkirakan telah ada sejak sekitar abad ke XVI pada masa 
pemerintahan Kakanna I Pattang Daetta Tommuane Raja Balanipa 
Ke-IV. Hal ini didasarkan bahwa perkara kewarisan ini erat 
kaitannya dengan nilai-nilai keislaman utamanya terkait peran dan 
posisi perempuan dalam peradaban masyarakat Mandar, sehingga 
diduga kuat bahwa hukum ini berlaku dan diterapkan secara turun-
temurun sejak masuknya Islam ke Mandar”51 
 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa berkenaan mengenai 
kapan awal mula keberlakuaannya, maka tidak diketahui secara pasti 
namun diperkirakan bahwa  hukum tersebut ada dan berlaku sejak abad 
ke XV atau XVI saat telah terbentuknya perserikatan “Pitu Ba’bana 
Binanga- Pitu Ulunna Salu (Tujuh Kerajaan di Pesisir Pantai dan Tujuh 
Kerajaan di Pegunungan daerah Mandar).  
 
 
                                                          
50 Wawancara pada tanggal 11 April 2017. 
51 Wawancara pada tanggal 13 April 2017.  
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2) Alasan yang Melatarbelakangi Keberlakuan Hak Anak Bungsu pada 
Masyarakat Polewali Mandar  
Terdapat beberapa alasan yang dijadikan sebagai dasar 
pertimbangan keberlakuan hak anak bungsu dalam kewarisan bagi 
masyarakat Mandar, yaitu sebagai berikut: 
a. Alasan sosiologis 
Masyarakat Mandar memahami secara turun temurun bahwa anak 
bungsu adalah anak yang paling kadiboe’ (akhir) dalam segala hal, 
terlebih lagi dalam hal pengalaman hidup dan kemampuan untuk 
menghidupi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, rumah sebagai pusat 
kegiatan dan perkumpulan keluarga menjadi hak untuk anak bungsu. 
Sebab, dipahami bahwa anak-anak yang lain selain anak bungsu 
dipercaya oleh keluarga telah mampu mengatur kehidupannya 
berdasarkan pengalaman hidup yang sudah lebih banyak 
didapatkannya dibanding anak bungsu itu sendiri. 
Berkaitan dengan hal ini, salah seorang tokoh masyarakat 
Mandar, Muhammad Ilyas memaparkan bahwa: 
“ Peradaban masyarakat Mandar telah sejak lama memegang 
teguh bahwa dalam hal kewarisan maka berlaku hukum tappalaus 
dipabarei boyang (anak bungsu mendapatkan rumah). Hal ini 
disebabkan karena berbagai alasan. Alasan yang paling sering 
dimunculkan ke permukaan adalah bahwa anak bungsu adalah 
anak yang paling terlambat untuk menikmati segala hal yang 
berkaitan dengan seluk beluk keluarga. Misalnya tentang 
keberhasilan dan kesuksesan orangtua dan kakak-kakaknya yang 
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lain, maka anak bungsu paling akhir menikmatinya. Selain itu, 
anak bungsu seringkali dianggap oleh masyarakat dan keluarga 
secara khusus sebagai ana’ iyya  andappa naissang apa-apa 
(anak yang belum mengetahui apa-apa), belum mampu mengatur 
kehidupannya sendiri, sebab pengalaman hidup yang 
didapatkannya masih sedikit dibanding saudaranya yang lain”.52 
Berdasarkan informasi di atas, maka dapat diketahui bahwa salah 
satu alasan yang menjadi dasar keberlakuan hak tappalaus (anak 
bungsu) dalam kewarisan di Mandar adalah sebuah pertimbangan 
sosiologis yang mengantarkan pada kondisi-kondisi manusiawi yang 
memang dapat diterima secara logis. Tappalaus, dalam berbagai 
penafsiran seringkali diartikan sebagai ana’ mangga’ (anak manja) 
terlepas dari bagaimana kemampuan tappalaus tersebut menghadapi 
dinamisasi kehidupannya.  
Selain daripada itu, tappalaus menurut pandangan masyarakat 
Mandar secara umum adalah ana’ mane diang (anak yang baru ada), 
dengan kata lain bahwa masih sangat banyak pengalaman-
pengalaman hidup yang belum didapatkan. Sehingga, sebagai hadiah 
atau amanah dari orangtua maka diberikanlah kepadanya rumah 
sebagai bekal awal si tappalaus (anak bungsu) untuk memulai 
kehidupan sepeninggal orangtuanya.  
b. Alasan Historis 
Selain alasan sosiologis, keberlakuan hak tappalaus dalam 
kewarisan adat Mandar juga dipengaruhi oleh faktor atau alasan 
                                                          
52 Wawancara tanggal 11 April 2017. 
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historis.  Hal tersebut selaras dengan penjelasan yang disampaikan 
oleh salah seorang tokoh adat Mandar, Osi’ Saneng Pua’na I Waris, 
yaitu sebagai berikut: 
“Irua mai, iyya tu’u tomeluluare’, andangi mala sialle’i. Simata 
siruttu’pai siala. Kakanna dolo’ mendiolo, mane tuttunna, mane 
tuttunna bomo, lambi’ lao di tappalaus. Iyya mo tu’u nasimata 
kadiboe’ dipasiala to tappalaus apa’ iya tobopa tia kadiboe’ 
dipeanangang. Dinawwannamo di’o tu’u mua’ diolo’ mai na 
tappalaus dipabarei boyang apa’ tokadiboe’ siala”. (Dahulu, 
mereka yang bersaudara tidak boleh saling melangkahi dalam hal 
pernikahan. Harus selalu berurutan. Kakak dahulu, kemudian 
adiknya, setelah itu adiknya, hingga ke anak bungsu. Itulah 
sebabnya anak bungsu selalu menjadi anak terkahir yang 
dinikahkan sebab ia juga yang paling akhir dilahirkan. Oleh sebab 
itu, diterapkanlah oleh pendahulu bahwa anak bungsu yang 
mendapatkan rumah sebab ia juga yang terakhir dinikahkan).53 
Informasi di atas memberikan pengertian bahwa sejarah telah 
mencatatkan mengenai awal mula berlakunya hak tappalaus tersebut 
yang pada dasarnya merupakan implikasi dari sistem perkawinan 
menurut perspektif adat Mandar. Pada masyarakat Mandar di masa 
silam, dalam hal perkawinan maka dikenal istilah siruttung tamma’alle’i 
(berurutan tanpa saling melangkahi). 
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa anak perempuan jika 
terdapat lebih dari satu, maka urutan waktu pernikahannya juga harus 
seuai dengan urutan kelahiran. Sehingga, tidak dibenarkan jika 
tappalaus (anak bungsu) mendahului lulua (anak sulung) dalam 
pernikahan. Berdasarkan hal tersebut maka jika prinsip tersebut 
berjalan dengan ideal, maka tappalaus (anak bungsu) menjadi anak 
                                                          
53 Wawancara pada tanggal 16 April 2017. 
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terakhir yang dinikahkan setelah kakak-kakaknya yang laki-laki maupun 
perempuan. Sehingga, diaturlah bahwa anak bungsu yang berhak atas 
rumah tersebut jika si pewaris telah tiada. 
c. Alasan ekonomi 
Selain kedua alasan di atas, maka alasan ekonomi juga menjadi 
salah satu faktor pendukung keberlakuan hak tappalaus dalam 
kewarisan adat di Mandar. Alasan ekonomi ini mengandung pengertian 
bahwa anak bungsu adalah anak yang paling akhir dilahirkan, yang 
paling akhir keberadaannya. Berdasarkan pandangan masyarakat 
Mandar, bahwa realita tersebut secara serta-merta mengantarkan pada 
sebuah implikasi bahwa pengeluaran atau modal yang dikeluarkan 
untuk anak selain anak bungsu misalnya lulua (sulung), ana’ tangnga 
(anak tengah) maupun anak yang lain sudah banyak jika dibandingkan 
dengan anak bungsu. Sehingga, sebagai bentuk penghargaan dan 
bekal untuk masa depan anak bungsu tersebut yang belum memiliki 
kemampuan setara dengan saudaranya yang lain dalam hal 
mengusahakan rumah untuk tempat tinggal. 
Berkaitan dengan hal ini, Muhammad Ilyas menyampaikan bahwa: 
“Salah satu alasannya juga menurut saya adalah karena dari segi 
modal atau pengeluaran keluarga yang diberikan kepada anak selain 
anak bungsu sudah sangat banyak. Seperti untuk sekolah, pakaian, 
kendaraan, dan lain-lain. Sementara anak bungsu, biasanya 
memakai pakaian bekas dari kakak-kakaknya. Demikian juga halnya 
dengan sekolah, anak bungsu itu tentunya anak yang paling rendah 
tingkat pendidikannya sebab relevan dengan usianya, sedangkan 
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anak-anak selain anak bungsu sudah banyak diberikan pengeluaran 
untuk pendidikannya”.54 
Berdasarkan hal di atas, maka dapat dipahami bahwa selain 
alasan kesejarahan, maupun alasan sosial kemasyarakatan, 
keberlakuan hak anak bungsu dalam sistem kewarisan adat Mandar ini 
juga dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi yang pada dasarnya 
mengarah pada penyamarataan hak, atau secara sederhana dapat 
diartikan bahwa alasan ekonomi ini memberikan indikasi bahwa hak 
yang diterima tappalaus (anak bungsu)  itu sudah relevan dengan 
kondisi dan eksistensinya sebagai anak paling akhir.  
3.  Implementasi Hukum Adat tentang Hak Anak Bungsu pada Masyarakat 
Polewali Mandar  
Masyarakat sebagai wadah berlakunya sistem hukum terus 
mengalami dinamisasi dari waktu ke waktu. Sepanjang perjalanan 
sejarah, masyarakat Mandar juga tidak terlepas dari keniscayaan 
tersebut. Masyarakat Mandar terus mengalami fenomena-fenomena 
dinamisasi sosial yang tidak dapat dibendung. Hal tersebut berimplikasi 
pada terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai amandaran (ke-
Mandar-an), juga budaya-budaya leluhur. Selain itu, pada kenyataannya 
telah banyak ditemukan nilai-nilai adat yang hilang dari kehidupan 
masyarakat Mandar. 
                                                          
54 Wawancara pada tanggal 11 April 2017. 
72 
 
Berdasarkan realita di atas, maka Asruddin memberikan 
penjelasan sebagai berikut: 
“ Masyarakat Mandar beserta dinamisasi yang terjadi di dalamnya 
adalah satu kesatuan. Artinya, bahwa antara masyarakat dengan 
fenomena sosial adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 
Realita yang terjadi di masyarakat Mandar, dimana generasi 
mudanya hari ini telah kehilangan prinsip-prinsip amandaran (ke-
Mandar-an) bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tidak tahu 
bahkan buta dengan kearifan lokalnya sendiri. Hal ini disebabkan 
karena kurangnya menumbuhkan prinsip dan nilai-nilai tersebut 
dalam kehidupan bermasyarakat”.55 
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pergeseran nilai-
nilai adat dan budaya Mandar dewasa ini adalah suatu realita yang tidak 
dapat dielakkan lagi. Sehingga tidak heran jika to Mandar ( orang 
Mandar) ditanya tentang amandaranna (kemandarannya), maka banyak 
di antara mereka tidak mengetahui secara baik kearifan lokal yang ada di 
Mandar maupun nilai-nilai yang tumbuh dan diterapkan sebagai sebuah 
konstruksi bermasyarakat. 
Berdasarkan hal tersebut, maka ditemukan sebuah fakta bahwa 
pergeseran-pergeseran yang terjadi pada masyarakat Mandar tidak 
hanya terjadi pada nilai-nilai yang bersifat kompleks saja, melainkan juga 
pada aspek-aspek aturan hukum adat yang seiring berkembangnya 
waktu juga mengalami perubahan-perubahan dan dinamisasi yang apik 
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Termasuk 
pula dalam hal ini perihal hak anak bungsu dalam kewarisan adat 
Mandar yang juga mengalami banyak pergeseran. 
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Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka salah seorang tokoh 
adat Mandar, Osi’ Saneng Pua’na I Waris memberikan penjelasan 
bahwa: 
“Iyya tu’u diolo’ pura mai, tappalaus tongang tu’u simata dipabarei 
boyang. Mau tobaine, mau tommuane. Sawa’ dipahangi mua’ 
tappalaus tia pura mai simata kadiboe’i dipasiala, simata kakanna 
dipependolo, jari iyya tomo tu’u kadiboe’ mappelei boyang. Tapi 
dite’e, andammi sittengang. Mai’di tomampelei di’e pahang sawa’ 
mai’di passalang andammi sittengang. (Adalah sebuah kenyataan 
bahwa memang dahulu menurut adat Mandar anak bungsu-lah yang 
selalu mewarisi rumah. Baik laki-laki maupun perempuan. Sebab 
diketahui bahwa anak bungsu pada awalnya selalu menjadi anak 
yang terakhir dinikahkan, kakak-kakaknya selalu harus didahulukan. 
Sehingga anak bungsu juga-lah yang paling akhir meninggalkan 
rumah. Namun saat ini tidak lagi sama, sudah banyak yang 
meninggalkan hukum ini karena banyak sebab-sebab yang 
mengharuskan perubahan)”.56 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa 
salah satu alasan bergesernya hukum adat tentang hak tappalaus dalam 
kewarisan adalah adanya dinamisasi sosial atau fenomena sosial yang 
terjadi di masyarakat Mandar. Dahulu, perkara kewarisan ini sangat erat 
kaitannya dengan perkawinan menurut perspektif masyarakat adat 
Mandar. Anak laki-laki maupun perempuan dinikahkan sesuai dengan 
urutan kelahirannya, dimana anak yang paling sulung-lah yang pertama 
kali dinikahkan, selanjutnya anak kedua, hingga anak bungsu. Sehingga, 
hal ini selaras jika diterapkan bahwa anak bungsu mendapatkan rumah 
dari si pewaris sebab anak bungsu-lah yang paling akhir dinikahkan.  
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Sementara itu, dinamisasi masyarakat terus terjadi sepanjang 
zaman, sehingga berimplikasi pada terkikisnya pranata hukum adat 
terkait perkawinan tersebut. Dengan demikian maka berdampaklah pada 
bergesernya kepentingan masyarakat di zaman modernisasi ini. 
Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Mandar, bahwa bukan lagi 
sebuah keharusan untuk menikahkan lulua (anak sulung) paling awal lalu 
mengakhirkan yang tappalaus (bungsu). Melainkan, hal tersebut 
didasarkan pada kesiapan masing-masing dan untuk anak perempuan 
dilihat dari siapa yang pertama kali ditumae (dipinang). Sehingga, urutan 
anak yang awal hingga akhir meninggalkan rumah pun tidak lagi dapat 
dipastikan. 
Alasan selanjutnya disebutkan oleh Osi’ Saneng Pua’na I Waris 
sebagai berikut: 
“Nawwa toi to dite’e apa’ andammi napaduli palluluareang. Sekke’ 
anna sorokabus mai’di dite’e naboyanni I se’iyya. Diang toi tia 
tappalaus sa’ sorokabus, melo’ nasang napobare. Napabarei boyang 
melo’ toduapa galung, jari simata sigettu’I tomeluluare, sawa’ andangi 
samaturu’. (Seperti itulah realitanya bahwa sudah banyak yang tidak 
peduli pada nilai persaudaraan. Kikir dan bakhil menjadi tabiat yang 
dimiliki banyak orang. Ada juga anak bungsu yang memiliki sifat 
bakhil itu. Sudah diwariskan rumah padanya, justru meminta 
ditambahkan sawah. Itulah sebabnya sering terjadi pertikaian antar 
saudara karena tidak satu pemikiran”.57 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa 
alasan selanjutnya yang menyebabkan pergeseran hukum adat terkait 
hak tappalaus dalam kewarisan ini adalah sifat individu-individu tertentu 
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yang tidak lagi memegang prinsip-prinsip palluluareang (kekeluargaan) 
dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan diketahui bersama bahwa 
nilai amandaran yang merupakan kearifan lokal berupa kumpulan-
kumpulan nilai-nilai luhur harus dimiliki oleh to Mandar (orang Mandar) 
yang sejati.  
Sementara itu, realita menyatakan bahwa individu-individu tertentu 
bahkan sebagian masyarakat telah mulai mengabaikan mana’ tomendolo 
(pesan pendahulu) yang berdampak pada ketidakstabilan pelaksanaan 
nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena ini berimplikasi 
pada timbulnya perasaan enggan untuk menerapkan hukum kewarisan 
adat Mandar secara lebih khusus hak tappalaus (anak bungsu) karena 
beberapa pihak dalam persoalan kewarisan tersebut tidak menyetujui jika 
ada unsur cecceng dan ngoa (tamak dan monopoli) di dalamnya.  
Kemudian, secara perlahan-lahan masyarakat mulai menarik diri 
dari beberapa unsur kewarisan adat yang telah lama ada tersebut sebab 
fenomena-fenomena sosial yang terus terjadi dan masyarakat terus 
mengalami dinamisasi yang tidak sedikit. Olehnya, masyarakat 
mengambil cara pewarisan lain yang dipandang lebih adil dan menutup 
peluang cecceng dan ngoa (tamak dan monopoli) yang kerap terjadi jika 
ada pemberian hak khusus kepada pihak tertentu dalam hal ini tappalaus 
(anak bungsu).  
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Selain itu, lebih lanjut Asruddin menyampaikan berkenaan dengan 
faktor lain yang menjadi sebab pergeseran implementasi hak tapplaus 
dalam kewarisan adat Mandar yaitu sebagai berikut: 
“Secara pribadi, saya melihat bahwa masyarakat Mandar kini tidak 
lagi menjiwai dan mengaktualisasikan prinsip amandaran (ke-
Mandar-an) dalam lini kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan 
banyak to Mandar (orang Mandar) yang beranggapan bahwa tidak 
ada implikasi hukum apapun yang akan didapatkan jika mengambil 
jalur lain di luar pranata adat yang ada. Hal itulah yang kemudian jika 
terus dipertahankan dan tidak segera dibangkitkan kembali semangat 
masyarakat untuk menjunjung tinggi kearifan lokal yang seharusnya 
menjadi sebuah konstrusi bermasyarakat di Mandar ini”.58 
Jika ditengok kepada realita, maka dapat dipahami bahwa apa 
yang dijelaskan di atas memang bukanlah isapan jempol belaka. 
Masyarakat Mandar tempo dulu sangatlah berbeda jika dibandingkan 
dengan masyarakat Mandar saat ini, terlepas dari persoalan dinamisasi 
maupun arus globalisasi yang semakin pesat berkembang. Namun, jika 
menilik kepada pengaktualisasian, maka dapat dipahami bahwa 
masyarakat Mandar modern saat ini sudah sedemikian jauh dari 
penerapan nilai-nilai luhur tomanurung (pendahulu).  
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah 
semakin kurangnya penanaman moral kearifan lokal kepada generasi 
muda, yang merupakan implikasi dari kurangnya masyarakat yang 
mampu menjiwai prinsip-prinsip kearifan lokal itu sendiri. Sehingga, 
semakin berkembang zaman, maka semakin terkikis pula nilai-nilai 
amandaran dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab yang lain adalah 
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karena kurangnya pengaktualisasian itu maka dipandanglah bahwa 
menerapkan atau tidak menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, maka tidak 
akan ada implikasi apapun yang akan diterima. Termasuk pula dalam hal 
ini secara khusus tentang hak tappalaus (anak bungsu) dalam 
pelaksanaan kewarisan.   
Sementara itu, peradaban masyarakat Mandar telah 
mengamanatkan tentang sebuah prinsip yaitu mambul lao di tomanurung 
(kualat kepada pendahulu). Mambul/mabusung merupakan sebuah 
konsekuensi nyata yang akan diterima  to Mandar (orang Mandar) jika 
enggan menerapkan petuah-petuah tomawuweng (orang tua) yang 
disertai kesadaran penuh bahwa petuah-petuah tersebut tidak akan 
membawa implikasi apapun dalam kehidupannya. Bagi to Mandar sejati, 
maka mambul/mabusung adalah sebuah perkara yang dapat mengurangi 
derajat kemuliaannya di sisi Sang Pencipta juga di mata manusia. 
Fenomena pergeseran-pergeseran yang terjadi beserta alasan-
alasan yang menjadi faktor pendukung semakin cepatnya pergeseran 
tersebut mengakibatkan masyarakat Mandar selain berada dalam 
pluralisme sistem pewarisan (Kewarisan Perdata Barat, Kewarisan Adat, 
dan Kewarisan Islam), masyarakat Mandar juga mengalami pluralisme 
dalam menyikapi  hak tapplaus (anak bungsu) dalam sistem  kewarisan 
adat secara lebih khusus. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat Mandar memiliki 
penerapan dan cara penyelesaian perkara kewarisannya masing-masing, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Menerapkan hukum adat bahwa tappalaus dipabarei boyanna tomate 
(anak bungsu mendapatkan rumah si pewaris) 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam menyikapi 
hak tappalaus (anak bungsu) ini, maka masyarakat Mandar terbagi ke 
dalam beberapa pembagian umum dikaitkan dengan bagaimana 
implementasi dan sistem apa yang digunakan.  
Golongan masyarakat yang pertama ini adalah golongan 
masyarakat yang masih tetap menjaga kelestarian adat Mandar 
tentang hak tapplaus ini sebagaimana adanya. Golongan masyarakat 
ini sebagian besarnya adalah masyarakat yang bermukim di pelosok 
atau pedesaan yang belum tersentuh secara baik oleh arus dinamisasi 
ataupun perkembangan zaman. Bahkan ada pula di antara 
masyarakat ini yang masih berpemahaman animisme. 
Berdasarkan pemaparan Kame Pua’ Hamida, salah seorang 
anggota masyarakat di Desa Kenje Kecamatan Campalagian bahwa: 
“Mau tu’u inna nawwa, sawa’ nala mana’i todiolo’ta mua tappalaus 
dipabarei boyang. Namambuli tau mua’ nadialai pahang laeng. 
Nappa mua’ ganna’ bai dibare-bare lao diana’, so’nai tomo tia lao. 
Ana’u iyau natarima nasang bai pau. (Walau bagaimana pun, 
sebab telah menjadi amanah pendahulu kita untuk memberikan 
rumah sebagai hak anak bungsu. Akan kualat kita jika mengambil 
pemahaman yang lain. Lagi pula, jika harta mencukupi untuk 
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dibagikan ke semua anak, maka biarkan saja demikian. Anak saya 
semuanya menerima dengan baik apa yang telah menjadi 
keputusan saya).59 
Kame Pua’ Hamida, berdasarkan penjelasan yang disampaikan di 
atas, bahwa masih diterapkan prinsip hukum adat bahwa tappalaus 
dipabarei boyang (anak bungsu mendapatkan rumah) dalam 
penyelesaian perkara kewarisannya. Hal ini sejalan dengan apa yang 
telah disampaikan di muka, bahwa peluang masyarakat untuk masih 
menerapkan pranata adat khususnya terkait kewarisan ini adalah jika 
dipahami dan diaktualisasikan prinsip mambul (kualat) dalam 
masyarakat secara umum dan dalam keluarga untuk lingkup yang 
lebih khusus. 
Selanjutnya, Kame Pua’ Hamida menyampaikan bahwa: 
“Andattopa’ iyau mate, pura nasang dami ubare naung bareanna 
nanaeke. Uma, anjoro, lita, ponna’ lasse’. Tapi mua’ boyang, I 
Badina manini namappobare sawa’ iyya tappalaus, pura memang 
tomi upasang kaka-kakanna. (Belum lagi saya meninggal, saya 
sudah membagikan masing-masing bagian untuk ana-anak. 
Kebun, pohon kelapa, tanah, dan pohon langsat. Tapi untuk rumah 
ini, Badina lah yang akan memilikinya nanti karena dia anak 
bungsu. Sudah kuamanatkan kepada kakak-kakaknya yang lain)”. 
Berdasarkan hal di atas, maka sebuah prinsip dalam hukum adat 
bahwa kewarisan adat dapat berjalan saat pewaris masih hidup 
maupun telah meninggal. Adapun untuk kondisi ini, Kame Pua’ 
Hamida telah lebih dulu membagikan hartanya kepada masing-masing 
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anaknya kecuali rumah, sebab rumah masih menjadi milik bersama. 
Rumah akan menjadi hak anak bungsu setelah terjadi kematian. 
Secara lebih lanjut, anak bungsu Kame Pua’ Hamida, Badina yang 
masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) menyampaikan 
bahwa: 
“Andangi tu’u iyau uissang kalakkuanna, I pua’ anna I kindo di tia 
ma’issang. Iya tongang tia lita, purama tia napatarimai. Ponna’ 
lasse’ anna’ ponna’ anjoro, iyau tomo iyau ma’alai. Mua’ boyang, 
nasanga ipua’ bareu de’I manini, mua’ napasialama’, nadini toma’ 
iyau mamboyang andang sawa’. (Saya pribadi tidak tahu menahu 
tentang seluk-beluknya, Ibu dan Bapak saja yang mengatur 
semuanya. Tapi memang benar bahwa tanah sudah diserahkan 
oleh Bapak kepada saya. Demikian juga pohon kelapa, pohon 
langsat itu sudah menjadi hak saya untuk mengambil hasilnya. 
Adapun rumah, akan menjadi milik saya juga nanti dan setelah 
dinikahkan kata Bapak saya akan tinggal disini Insya Allah)”.60 
Berdasarkan penyampaian anak bungsu I Kame Pua’ Hamida di 
atas, maka dapat dipahami bahwa untuk beberapa kelompok 
masyarakat, meskipun jumlahnya sudah sangat sedikit, masih ada 
yang menerapkan sistem kewarisan adat ini secara mutlak dan 
diterima sebagai sebuah hukum yang harus dijalankan. Meskipun 
demikian, di masa yang akan datang belum ada jaminan bahwa sistem 
ini akanterus dijalankan meskipun hanya oleh segelintir orang dengan 
menimbang faktor-faktor pergeseran yang telah dikemukakan di muka. 
b. Rata uwai mana’ (membagi harta si Pewaris dengan sama rata) 
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Golongan masyarakat yang kedua, dikaitkan dengan implementasi 
dan sistem apa yang digunakan dalam menyikapi hak tappalaus (anak 
bungsu) dalam kewarisan adat Mandar adalah golongan masyarakat 
yang tidak lagi menerapkan bahwa tappalaus dipabarei boyang (anak 
bungsu mendapatkan rumah). Golongan masyarakat ini, secara 
geografis sebagian besar juga berada di daerah pedesaan 
sebagaimana pada golongan pertama.  
Golongan masyarakat yang kedua ini, adalah mereka yang 
mengambil jalan pewarisan yang lain disebabkan oleh beberapa 
alasan, di antaranya adalah: 
 Tidak terpenuhinya unsur keadilan jika menerapkan sistem 
bahwa tappalaus dipabarei boyang (anak bungsu 
mendapatkan rumah). Alasan ini yang dijadikan sebagai dalih 
utama bagi sebagian besar masyarakat Mandar jika 
diperhadapkan pada sebuah ketentuan adat bahwa harus 
anak bungsu yang mendapatkan rumah si pewaris.  
 Kondisi yang tidak memungkinkan untuk menerapkan sistem 
bahwa tappalaus dipabarei boyang (anak bungsu 
mendapatkan rumah). Adapula sebagian masyarakat yang 
memahami secara penuh nilai-nilai dan prinsip adat yang 
termuat dalam kewarisan adat Mandar namun nilai itu tidak 
dapat diaktualisasikan secara menyeluruh dalam pembagian 
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harta si pewaris. Kondisi yang dimaksud misalnya, harta yang 
ditinggalkan hanya rumah, anak-anak dari si pewaris belum 
ada yang menikah, tidak disetujuinya sistem adat itu, atau 
gabungan dari beberapa kondisi tersebut.  
Berdasarkan alasan dan kondisi di atas, maka masyarakat 
kemudian mengambil jalan tengah untuk persoalan kewarisannya yaitu 
dengan membagi secara merata. Adapun jika yang ditinggalkan hanya 
rumah, maka keputusan dikembalikan kepada yang memiliki hak pada 
dasarnya yaitu tappalaus (anak bungsu) dalam hal ini untuk menjual 
atau tetap dimiliki dan ditinggali secara bersama-sama dengan para 
ahli waris yang lain. Jika disepakati untuk dijual, maka hasilnya dibagi 
rata.  
Selain itu, dalam hal inilah diperlukan nilai palluluareang 
(persaudaraan) antar sesama ahli waris sebagaimana yang telah 
dijelaskan di awal, utamanya bagi anak bungsu. Sebab jika anak 
bungsu (secara khusus) tidak memilikinya, maka hal itulah yang sering 
menimbulkan konflik antar keluarga. Walau pada dasarnya dipahami 
bahwa boyang (rumah) itu adalah haknya tappalaus (anak bungsu), 
namun karena nilai palluluareang (persaudaraan) yang dimiliknya 
maka seluruh ahli waris tetap dapat tinggal di rumah tersebuut yang 
merpakan satu-satunya peninggalan si pewaris. 
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Berdasarkan hal di atas, salah seorang masyarakat Mandar yang 
juga merupakan anak bungsu, Nongguru Ahmad menyampaikan 
bahwa: 
“Iyau tappalaus toa’. Tommuane topa’. Warris Islam mupake atau 
warris ada’, atoranna iyaumo napangatta sanna’. Tapi sawa’ 
andanga’ melo’ ma’ita sussa iyau jari ma’uanga’ bare tangnga mi 
mie’ naung. Sawa’, mai’di luluare’u andang melo’ mua’ iya 
napabarei boyang, padahal menassai iyao nabei mana’ 
tomawuweng. Tapi nawwa tappa’ dami di’o atuoang. ( Sebenarnya 
saya juga anak bungsu, laki-laki pula. Sistem kewarisan Islam 
maupun sistem kewarisan adat yang digunakan, seharusnya saya 
yang dapat bagian paling banyak. Tapi karena saya tidak ingin 
melihat masalah antar keluarga, maka saya sampaikan kepada 
saudara saya yang lain, bagi saja secara merata. Karena saya 
tahu bahwa saudara saya tidak ada yang setuju jika saya yang 
mendapatkan rumah padahal sudah sangat jelas bahwa saya 
yang diberi amanah oleh orangtua. Tapi sudahlah, memang sudah 
seperti itulah dunia)”.61 
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa 
Nongguru Ahmad yang juga merupakan anak bungsu ini memahami 
dengan baik haknya yang sudah ditentukan oleh adat dari 
orangtuanya. Namun karena tidak ingin melihat pertikaian antar 
keluarga, maka diputuskan untuk membagi harta peninggalan si 
pewaris secara merata kepada seluruh ahli warisnya. Demikianlah 
golongan masyarakat yang kedua ini, prinsip berlapang dada dan 
palluluareang (persaudaraan) dari tappalaus (anak bungsu) dalam hal 
ini sangat dibutuhkan, untuk menghindari pertikaian antar keluarga 
yang tentu tidak diinginkan. 
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c. Assiatorang (kesepakatan) 
Golongan masyarakat yang ketiga ini adalah masyarakat yang 
dalam menyikapi hak tappalaus (anak bungsu) menggunakan prinsip 
assiatorang (kesepakatan). Hal ini mengandung pengertian bahwa 
anak bungsu akan diberikan haknya berdasarkan adat yaitu boyangna 
tomate (rumah si pewaris) jika seluruh ahli waris menyepakati hal 
tersebut. Adapun jika tidak, maka akan diselesaikan sesuai dengan 
pengaturan internal keluarga. Namun, sebagian besar jika tidak 
berhasil dengan assiatorang maka masyarakat akan kembali kepada 
prinsip simmai’di (sama rata). 
Salah seorang anggota masyarakat Mandar, Ibu Hj. St.Zaenab 
memberikan keterangan sebagai berikut: 
“Mengenai pembagian warisan, pada dasarnya dikembalikan 
kepada masing-masing keluarga, hendak menyelesaikannya 
dengan sistem yang seperti apa. Untuk keluarga saya pribadi, 
meskipun ada aturan adat yang mengatakan bahwa anak bungsu 
diberi hak rumah si pewaris, jika seluruh anggota keluarga tidak 
satu pemahaman dan tidak menyepakati itu, maka dapat diatur 
lain. Tetap bergantung pada kesepakatan antar keluarga dan ahli 
waris yang lain”.62 
Berdasarkan informasi di atas, maka dapat dipahami bahwa 
golongan masyarakat yang menyelesaikan dengan cara assiatorang 
(kesepakatan) ini selalu mempertimbangkan kondisi dan kesesuaian 
antara aturan hukum adat dengan masing-masing internal keluarga. 
Karena kondisi keluarga masyarakat Mandar sangat beragam, maka 
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tentu saja tidak dapat digunakan sistem hukum yang kaku dengan 
tidak melihat dinamisasi atau kondisi keluarga yang bersangkutan. 
d. Menerapkan kewarisan Islam   
Salah satu jalan yang ditempuh oleh masyarakat Mandar dalam 
hal kewarisan sekaligus sebagai jalan menanggapi prinsip hukum adat 
tentang hak tappalaus ini, selain dari pada yang disebutkan di atas 
adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip syari’at Islam dalam 
pembagian harta warisan si pewaris. Dalam hal ini, kewarisan menurut 
perspektif Islam  pada masyarakat Mandar dikenal sebuah prinsip 
bahwa tommuane mambulle, towaine mattewe’, yang bermakna 
bahwa laki-laki diibaratkan memikul (2) dan perempuan menjinjing (1). 
Sehingga, penerapan hak tappalaus itu tidak dikenal dalam 
golongan masyarakat yang keempat ini. Penting untuk diketahui 
bahwa pada masyarakat yang mengambil syari’at Islam sebagai jalan 
menyelesaikan perkara kewarisan ini, bukan berarti adalah 
masyarakat yang tidak menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, melainkan 
disesuaikan dengan kondisi serta tujuan-tujuan dan kemaslahatan 
keluarga yang ingin dicapai. 
C. Sisten Kewarisan Islam dan Implementasinya pada Masyarakat Polewali 
Mandar 
1)  Sejarah Masuknya Agama Islam di Polewali Mandar 
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Masuknya Islam di Mandar tidak dapat dipisahkan dengan 
masuknya Islam pertama di Sulawesi Selatan. Akan tetapi, perbedaan 
masuknya Islam ke suatu daerah bukan hanya karena kurangnya sumber 
otentik yang didapat, tetapi juga kaburnya dasar konseptual yang dipakai, 
berupa percampuran antara: datang, berkembang dan tampilnya Islam 
sebagai kekuatan politik. Hingga saat ini sejarawan di Sulawesi Selatan 
mengakui bahwa masuknya Islam pertama di Sulawesi Selatan ialah 
pada tahun 1603 M, yang pertama memeluk Islam ialah Raja Luwu di 
kampung Patimang. Setelah memeluk Islam (mengucapkan syahadat) 
namanya menjadi Sulthan Waliyumidrakhudie. 
Kemudian atas usul Sultan agar Islam lebih jaya, menganjurkan 
kepada ketiga datuk pembawa Islam masing-masing Datuk Sulaiman, 
Datuk Tunggal dan Datuk Bungsu, agar mendatangi Raja Gowa 
mengajak masuk Islam. Tanggal 22 September 1605 M Raja Tallo', I 
Malaingkaan Daeng Manyonri dengan gelar Sultan Awwalul Islam, telah 
memeluk Islam, kemudian I Manggarai Daeng Manra’bia dengan gelar 
Sultan Aluddin, Raja Gowa juga telah menjadi Muslim. 
Setelah kedua raja tersebut memeluk Islam, maka berduyun-
duyunglah rakyatnya memeluk Islam tanpa paksaan dan intimidasi. 
Berbeda dengan raja Bone pada mulanya hanya rajanya yang bersedia, 
tapi rakyatnya tidak. Nanti pada tahun 1611 Raja Bone dan rakyatnya 
telah masuk Islam setelah melihat perkembangan Islam yang pesat. 
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Masuknya Islam pertama di Mandar sampai saat ini masih 
terdapat beberapa pendapat, antara lain : 
a) Menurut Lontar Balanipa, masuknya Islam pertama dipelopori oleh 
Abdurrahim Kamaluddin. la mendarat di pantai Tammangalle 
Balanipa. Yang pertama memeluk Islam ialah Kanne Cunang 
Mara’dia Pallis, kemudian Raja Balanipa IV: Daetta Tommuane 
alias Kakanna I Pattang. 
b) Menurut Lontara Gowa, bahwa masuknya Islam di Mandar dibawa 
oleh Tuanta Syekh Yusuf (Tuanta Salama). Bahkan seluruh 
daerah Mandar telah memeluk Islam pada tahun 1608. 
c) Menurut salah sebuah surat dari Mekah bahwa masuknya Islam di 
Sulawesi (Mandar) dibawa oleh Assayyid Adiy dan bergelar Guru 
Ga'de berasal dari Arab keturunan Malik Ibrahim dari Jawa. 
Berdasarkan ketiga sumber di atas, maka belum terdapat 
kesimpulan yang tegas mengenai siapakah sebenarnya yang paling 
mendekati kebenaran. Akan tetapi, masyarakat Mandar secara umum 
memahami bahwa yang pertama kali menyebarkan dan membawa 
ajaran-ajaran agama Islam masuk ke tanah Mandar adalah Abdurrahim 
Kamaluddin yang disusul dengan berislamnya Raja Balanipa ke-IV yaitu 
Daetta Tommuane Kakanna I Pattang sekitar abad ke-16 M.63 
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2) Implementasi Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Polewali Mandar 
Perkembangan hukum waris saat ini, khususnya kewarisan Islam 
bagi masyarakat muslim yang mendiami negara Republik Indonesia 
mengalami perubahan. Sehingga pembagian harta warisan yang berlaku, 
baik bagi masyarakat muslim bangsawan maupun masyarakat muslim 
orang kebanyakan atau biasa ditemukan disatu pihak 2:1 dan di pihak 
lain ditemukan 1:1. Perubahan prinsip hukum waris yang disebutkan itu 
sebagai akibat dari masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman 
tentang kewarisan secara khusus kewarisan Islam masih kurang 
disosialisasikan/didakwahkan. Dapat dikatakan bahwa hal itu boleh jadi 
merupakan akibat dan ketidaktahuan masyarakat muslim mengenai 
pentingnya hukum kewarisan Islam.64 
Masyarakat Polewali Mandar sebagai masyarakat yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam sebagaimana dijelaskan di muka 
memberikan sebuah pemahaman akan sebuah tatanan kehidupan yang 
Islami. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya daerah-daerah secara 
khusus di kecamatan Campalagian yang menjadi ikon daerah santri, 
seperti Desa Bonde, Desa Kenje maupun Desa Parappe. Hanya saja, 
realita tersebut semakin hari terus mengalami pergeseran. Terhitung 
sejak dua tahun terakhir, perhatian masyarakat kepada hukum-hukum 
syari’at semakin berkurang. Hal tersebut ditandai dengan semakin 
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berkurangnya anak-anak atau pemuda yang memiliki minat mengaji Al-
qur’an maupun belajar bahasa Arab. 
Realita di atas dibenarkan oleh salah seorang tokoh agama Islam di 
Campalagian yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan 
Agama (KUA) Kecamatan Campalagian, Ust. H. Muhammad Chalid 
menerangkan sebagai berikut: 
“Campalagian ini, sejak dahulu telah dikenal sebagai daerah santri 
dan saya adalah termasuk salah satu di antara sekian banyak santri 
dahulu. Akan tetapi, selama dua tahun saya menjabat dan berkiprah 
di instansi keagamaan ini, saya menemukan sebuah ironi yang 
sangat tidak diinginkan. Dimana para anak muda mulai kehilangan 
minat untuk menuntut ilmu agama. Pergeseran-pergeseran tersebut 
ke depan harus dihentikan, sebab cita-cita kita bersama untuk 
membangun nilai-nilai Islam di masyarakat harus terus 
diaktualisasikan”.65 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa 
pengaktualisasian nilai-nilai Islam secara umum belum mencapai tahap 
yang diinginkan. Namun, untuk perkara-perkara yang lebih kompleks 
seperti salah satunya adalah persoalan kewarisan Islam, maka 
Ust.Muhammad Chalid menerangkan bahwa: 
“Perkara kewarisan Islam, kalau saya pribadi menilai sekaligus 
mewakili instansi bahwa masyarakat Mandar masa ini termasuk 
mulai terbuka untuk menerima kewarisan Islam disamping kewarisan 
adat Mandar yang berlaku di masyarakat tersebut. Selama dua tahun 
lebih saya menjabat, sudah berbagai perkara kewarisan di 
masyarakat yang diadukan ke kantor ini, ataupun secara pribadi 
datang kepada saya untuk bertanya sebab sesuai dengan disiplin 
ilmu saya. Dan jika disampaikan kepada mereka terkait kewarisan 
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Islam maka ada yang menerima ada pula yang meminta untuk dibagi 
secara merata saja”.66 
Penjelasan di atas dapat memberikan pemahaman bahwa kewarisan 
Islam dalam perspektif masyarakat Mandar masa kini sudah mulai 
terbuka untuk diterapkan meskipun masih dalam persentasi yang kecil 
dan berfokus pada wilayah-wilayah yang terkenal kappung pangaji 
(wilayah agamais). Namun, penting untuk dipahami bahwa penerapan 
hukum kewarisan Islam di masyarakat Mandar bukan berarti telah 
menggeser nilai-nilai kearifan lokal berupa prinsip-prinsip hukum adat, 
melainkan nilai-nilai dasar yang merupakan konstruksi kokohnya pranata 
adat seperti assiatorang/samaturu’ (kesepakatan) ataupun sipau-pau 
(musyawarah) antar keluarga masih menjadi nilai-nilai yang 
dijunjungtinggi dalam perkara kewarisan maupun perkara sosial yang 
lainnya. 
Di samping itu, masih terdapat pula sebagian masyarakat yang 
menilai bahwa kewarisan Islam itu tidak menjamin keadilan bagi para ahli 
waris. Utamanya yang berkaitan mengenai konsep 2:1 yang menjadi 
karakteristik pokok kewarisan Islam. Masyarakat menganggap bahwa 
konsep tersebut tidak dapat digunakan karena masing-masing ahli waris 
memiliki peran serta dan posisi yang sama dalam keluarga. 
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Berdasarkan hal tersebut, Ust. Ahmad sebagai salah satu tokoh 
agama Islam sekaligus sebagai Imam Masjid Nurussalim Desa Kenje 
menyampaikan bahwa: 
“Di masyarakat kita ini, sebenarnya sejak dahulu sudah ada dua 
sistem kewarisan yang sering tumpang tindih dalam penerapannya. 
Namun bukan sebuah kemustahilan untuk menyatukan dan 
mengambil keduanya sebagai jalan untuk menyelesaikan perkara 
kewarisan. Hanya saja, masyarakat di sini, untuk kedua sistem ini 
selalu dianggap tidak adil”.67 
Keterangan di atas memberikan pengertian bahwa pada dasarnya 
antara dua sistem kewarisan yang ada, masyarakat selalu menilai bahwa 
tidak ada di antara kedua sistem tersebut yang menjamin keadilan dalam 
kehidupan masyarakat terkait kewarisan. 
Sistem kewarisan adat, dinilai tidak efektif dalam mewujudkan 
keadilan dalam pembagian harta warisan sebab memberikan hak khusus 
kepada tappalaus (anak bungsu) berupa rumah si pewaris. Sedangkan 
sistem hukum Islam juga dinilai demikian, utamanya terkait konsep 2:1 
yang dijadikan konsep dasar dalam kewarisan Islam tersebut. Sehingga, 
ditemukan kesimpulan bahwa kedua sistem ini tidak dapat dipakai secara 
mutlak dan menyeluruh, melainkan terbuka peluang untuk mengambil 
jalan tengah di antara keduanya. 
Dengan demikian, masyarakat kemudian menggunakan pranata 
hukum sendiri terkait penyelesaian perkara kewarisan yaitu membaginya 
sesuai kesepakatan, dalam hal ini biasanya sebagian besar akan 
                                                          
67 Wawancara pada tanggal 18 April 2017. 
92 
 
berujung pada prinsip rata uwai mana’ (membagi sama rata). Hal 
tersebut di atas dibenarkan oleh Ust.Muhammad Chalid dengan 
pernyataan beliau sebagai berikut: 
“Sebenarnya perkara kewarisan ini adalah sesuatu yang tidak dapat 
dipaksakan kepada seseorang untuk memakai sistem ini atau 
sistem itu. Melainkan yang dikedepankan dalam hal ini adalah 
ketercapaian maslahat dan menghindari mudharat. Sehingga 
prinsip yang paling penting harus ada dalam perkara kewarisan 
adalah kemufakatan. Meski demikian, prinsip-prinsip hukum Islam 
selalu saya kedepankan sampaikan kepada para masyarakat, 
namun pelaksanaannya dikembalikan kepada kondisi masing-
masing juga kesepakatan dari hasil musyawarah sesame anggota 
keluarga”.68 
Dalam perkara hukum kewarisan, sangat berbeda dengan perkara 
hukum pidana yang sebagian besarnya berlaku secara mutlak dan tidak 
dapat diganggu gugat. Perkara kewarisan adalah perkara yang 
diperbolehkan seseorang untuk menimbang sesuai dengan kondisinya 
masing-masing dan disepakati oleh sesama ahli waris. Sebab, dalam 
perkara perdata secara umum juga dikenal asas bahwa sengketa itu 
akan terjadi jika ada pihak yang keberatan, namun jika tidak ada yang 
keberatan atau dengan kata lain semua anggota keluarga atau ahli waris 
sepakat dengan pembagian tertentu, maka hal tersebut bukanlah 
menjadi sebuah masalah. 
Hal tersebut dibenarkan dengan data yang diperoleh dari 
Pengadilan Agama Polewali Mandar yang sejak 3 tahun terakhir hanya 3 
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perkara kewarisan yang dilayangkan ke instansi tersebut.69 Hal ini 
membuktikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang direlevansikan dengan 
nilai-nilai Islam khususnya prinsip assamaturuang (kesepakatan) dan 
prinsip sipau-pau (bermusyawarah) masih sangat kokoh mengakar dalam 
kehidupan bermasyarakat di Polewali Mandar. Masyarakat Polewali 
Mandar sebagian besar menyelesaikan perkara kewarisannya dengan 
jalan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, atau pihak-pihak lain yang 
dipercaya memiliki ilmu tentang kewarisan, baik secara adat maupun 
secara syari’at Islam, kemudian diputuskan secara damai dan mufakat. 
Meskipun demikian, sangat penting untuk dipahami bahwa dalam 
persoalan kewarisan baik itu secara Islam maupun menurut kewarisan 
adat, adalah untuk mengetahui konsep dasar dan nilai-nilai dasar yang 
termuat dalam masing-masing sistem yang ada. Misalnya untuk 
kewarisan adat tentang hak tappalaus (anak bungsu) yang menjadi 
karakter dasar kewarisan adat Mandar. Prinsip tersebut harus dipahami 
dengan baik meskipun dimungkinkan untuk siator (diatur) dan sipau-pau 
(musyawarah). Demikian halnya dengan kewarisan Islam, nilai dasar 
yang tertuang di dalamnya harus dipahami sebagai sebuah prinsip 
pokok. Dalam hal ini konsep 2:1 yang menjadi karakter khusus kewarisan 
Islam seyogyanya dihayati sebagai sebuah aturan ilahiah, meskipun 
dibuka peluang-peluang untuk menerapkannya sesuai waqi’iyyah 
(kondisi) masing-masing individu.   
                                                          
69 http://www. pa-polewalimandar.net.  Diakses pada tanggal 9 Mei 2017. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka paradigma berpikir 
sebagian masyarakat bahwa syari’at Islam adalah aturan yang rigit dan 
kaku dapat terbantahkan, secara khusus keberlakuannya pada 
masyarakat Polewali Mandar. Selain itu, fakta yang diperoleh di lapangan 
membuktikan bahwa syari’at Islam adalah aturan ilahiyah yang tidak 
memungkiri adanya waqi’iyyah atau kondisi antarmasing-masing individu 
yang berbeda-beda. Demikian pula halnya dengan hukum adat Mandar, 
yang pada dasarnya selalu membuka ruang untuk menerima dinamisasi 
dan perkembangan yang terjadi tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan 
lokal yang dimiliki. 
Hal tersebut di atas sekaligus memberikan penjelasan bahwa 
pendapat sebagian masyarakat yang menganggap bahwa hukum adat 
dan hukum Islam adalah dua sistem yang tidak dapat bersatu dan akan 
selalu menimbulkan tumpang-tindih serta ketidakharmonisan dalam 
masyarakat utamanya terkait perkara kewarisan juga dapat 
terbantahkan. Sebab pada dasarnya asas yang dimilki oleh kedua sistem 
tersebut adalah asas musyawarah untuk mufakat. Musyawarah dalam 
hukum Islam dikenal dengan istilah syuura (musyawarah), yang mana 
Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menyelesaikan segala urusan 
dengan jalan tersebut. Demikian halnya dalam adat Mandar, 
musyawarah dikenal dengan istilah sipau-pau atau siator/samaturu’ yang 
keduanya bermakna mencari jalan yang bermaslahat untuk semua pihak. 
Sehingga, tidak dipungkiri bahwa pada masyarakat Polewali Mandar 
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telah tercipta harmonisasi yang baik antara hukum Islam dan hukum 
adat, secara khusus yang berkaitan mengenai kewarisan. 
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BAB 5 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Eksistensi hak tappalaus dalam sistem kewarisan adat pada masyarakat 
Polewali Mandar kini sudah mengalami  pergeseran. Dalam penerapan hak 
tappalaus tersebut, masyarakat  Polewali Mandar  terbagi ke dalam 
beberapa kelompok, yaitu: Pertama; masyarakat yang menyelesaikan 
perkara kewarisannya dengan masih menerapkan kewarisan adat secara 
mutlak, khususnya pemberian hak terhadap tappalaus (anak bungsu) 
bahwa tappalaus (anak bungsu) mendapat rumah si pewaris. Kedua; 
masyarakat yang menggunakan prinsip rata uwai mana’ (membagi harta 
warisan dengan sama rata) tanpa memberi hak khusus kepada tappalaus 
(anak bungsu). Ketiga; masyarakat yang menggunakan prinsip 
assiatorang/samaturu’ (kesepakatan) antar sesama ahli waris yang 
keputusan atau kebijakan kewarisannya dapat beragam bergantung pada 
kesepakatan. Keempat; masyarakat yang menggunakan sistem kewarisan 
Islam. Namun, sebagian besar perkara kewarisan di masyarakat Polewali 
Mandar diselesaikan dengan jalan assiatorang/ samaturu’ (kesepakatan). 
2. Pada dasarnya hukum Islam perihal kewarisan memiliki pengaruh terhadap 
sistem penyelesaian sengketa kewarisan yang digunakan di masyarakat 
Polewali Mandar. Meskipun pada kenyataannya, pengaruh tersebut belum 
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signifikan karena masih dipakai oleh sebagian kecil masyarakat. Namun, 
secara umum masyarakat Polewali Mandar sudah mulai membuka diri 
terhadap nilai-nilai syari’at Islam secara khusus mengenai kewarisan 
dengan tetap menerapkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mandar di 
dalamnya. 
B. Saran 
1. Masyarakat harus lebih mampu mengaktualisasikan kearifan lokal Lita’ 
Mandar seperti nilai dan prinsip yang dijadikan sebagai konstruksi 
bermasyarakat oleh todiolo’ (pendahulu) pada Mandar masa lalu. Sebab 
diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang menjadi unsur penting membangun 
peradaban mandar itu sebagian besarnya juga selaras dengan syari’at 
islam. 
2. Prinsip assiatorang/samaturu’ (kesepakatan) dan sipau-pau (musyawarah) 
harus lebih dikedepankan dalam setiap perkara, secara khusus dalam 
perkara kewarisan. Diharapkan prinsip tersebut benar-benar dapat 
memenuhi unsur keadilan bagi setiap ahli waris. 
3. Instansi-instansi terkait harus lebih proaktif untuk menjadi mediator dalam 
perkara-perkara kewarisan dan dapat memberikan keputusan yang diterima 
oleh semua pihak. 
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